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SAMUEL KARYA MALI PIRADE (B111 10 463). Legalitas perdagangan 
produk makanan Malaysia dalam perspektif hukum internasional 
(Studi kasus wilayah Kota Samarinda). Dibimbing oleh Juajir 
Sumardi, selaku pembimbing I dan Maskun, selaku pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum 
perdagangan produk makanan Malaysia di wilayah Kota Samarinda dan 
faktor pendukung banyaknya produk makanan Malaysia yang beredar di 
wilayah Kota Samarinda. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode “library research” atau 
melalui studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, media 
pemberitaan, situs-situs internet dan dokumen-dokumen lain yang 
berhubungan dengan objek penelitian dan juga dirangkaikan dengan 
metode wawancara dengan berbagai pihak yang kompeten dalam 
penulisan skripsi ini. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) 
aturan hukum perdagangan produk makanan Malaysia di wilayah Kota 
Samarinda yaitu  setiap produk makanan Malaysia yang diimpor ke 
Kota Samarinda harus melalui pelabuhan yang ditentukan dalam 
permendag nomor 36 Tahun 2014 dimana para pedagang diwajibkan 
mengimpor dengan beberapa kontainer. Namun dalam kenyataannya 
masih ada pedagang kecil yang tetap memanfaatkan barang tentengan 
berdasarkan ketentuan BTA bahkan masih menggunakan konsep 
perdagangan tradisional dengan melalui sungai-sungai kecil yang tidak 
dapat di data oleh para pihak pemerintah daerah setempat. (2) Adapun 
yang menjadi faktor pendukung banyaknya produk makanan Malaysia 
yaitu karena adanya hubungan kekerabatan serta letak geografis yang 
berdekatan. Oleh karena itu Pemerintah memfasilitasi dalam hal ini 
dibentuknya forum kerjasama sosek malindo tingkat daerah provinsi 












SAMUEL KARYA MALI PIRADE (B111 10 463). Legality of Malaysian 
food products trade in the perspective of international law (Case 
study of Samarinda City). Advised by Juajir Sumardi, as Advisor I 
and Maskun as Advisor II. 
 This study aims to determine the rules of Malaysian food products 
trade law in Samarinda and contributing factors of many Malaysian food 
products circulating in the city of Samarinda 
 This research was conducted by literature research method or 
through the study of literature by studying books, news, Internet sites and 
other documents related to the object of research and also combined with 
interviews with various parties who are competent. 
 The result obtained from this study are as follows: (1) the law of 
Malaysian food products trade in Samarinda states that every Malaysian 
food products imported to Samarinda to go through the port specified in 
the Minister of Trade Regulation number 36 0f 2014 in which traders are 
required to import in several containers. But in reality there are small 
traders who still use carried goods under the provisions of the BTA even 
still use the concept of the traditional trade through small rivers that can 
not be recorded by the local government. (2) The supporting factors of 
Malaysian food products existence, which were the ties of kinship and 
geographic proximity. Therefore in this case the government will facilitate 
the establishment of socio-economic Malaysia-Indonesia cooperation 
forum in East Kalimantan-State of Sabah to increase the interaction 
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A. Latar Belakang Masalah 
Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari 
kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami 
perkembangan yang sangat pesat. Perhatian dunia usaha terhadap 
kegiatan bisnis internasional juga semakin meningkat. Hal ini terlihat dari 
semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal, dan tenaga 
kerja antarnegara. Kegiatan bisnis dapat terjadi melalui hubungan ekspor 
impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi dan waralaba (license and 
franchise), hak atas kekayaan intelektual atau kegiatan-kegiatan bisnis 
lainnya yang terkait dengan perdagangan internasional, seperti 
perbankan, asuransi, perpajakan dan sebagainya. Untuk mendukung 
terlaksananya kegiatan bisnis antarnegara diperlukan suatu instrumen 
hukum dalam bentuk peraturan-peraturan, baik nasional maupun 
internasional seperti hukum perdagangan internasional (international trade 
law).1 
Dalam kehidupan antarbangsa sejak dahulu kala telah dimulai 
dengan pertukaran dan perdagangan, apalagi di masa kini, antarbangsa 
dapat berhubungan hampir tidak ada yang membatasi. Perdagangan dan 
pertukaran barang, jasa atau ide antarbangsa dikenal dengan istilah 
ekspor-impor. Sisi ekspor dan impor terkait erat dengan perekonomian 
suatu bangsa, karena sangat erat hubungannya dengan devisa. Idealnya 
                                                             
     
1
Muhammad Sood, 2011, Hukum Perdagangan Internasional, Rajagrafindo Persada, 
Jakarta, hlm.1 
2 
suatu negara tidak terlalu banyak mengimpor, sebaliknya banyak 
mengekspor, karena ekspor mendatangkan atau menambah devisa 
sedangkan impor membelanjakan atau mengurangi devisa. 
Setiap negara tidak dapat melepaskan diri untuk mengimpor 
barang, jasa dan ide dari negara lain. Alam yang diciptakan berbeda-beda 
dan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola, sehingga ini 
yang memungkinkan suatu komoditi yang dihasilkan suatu negara tidak 
dihasilkan oleh negara lain. 
Perdagangan internasional juga mulai berkembang seiring dengan 
perkembangan teknologi, peningkatan pendapatan perkapita dan jumlah 
penduduk dunia. Hal ini yang membuat munculnya istilah yang sekarang 
dikenal sebagai perdagangan bebas dunia. Perdagangan bebas telah 
mengubah tatanan perekonomian dan perdagangan dunia yang akan 
berpengaruh terhadap setiap negara, terutama yang menerapkan 
kebijakan perdagangan bebas atau ekonomi terbuka. Pengaruh tersebut 
tidak hanya pada kegiatan produksi di dalam negeri, tetapi juga pada 
aspek-aspek kehidupan masyarakat sehari-hari. 
Negara maju memberikan pemahaman yang positif tentang 
perdagangan bebas walaupun sesungguhnya sangat merugikan negara 
berkembang. Perubahan tatanan perekonomian dan perdagangan dunia 
akan menyebabkan banyak negara yang dirugikan. Negara-negara yang 
akan dirugikan adalah negara yang belum siap, terutama dalam teknologi, 
sumber daya alam, dan juga sosial masyarakatnya yang belum mampu 
menerima perubahan-perubahan dalam kehidupan sehari-hari mereka, 
seperti mengubah pola kerja atau meningkatkan etos dan disiplin kerja. 
3 
Semakin berkembangnya perdagangan internasional membuat 
beberapa negara melakukan kerjasama-kerjasama internasional. 
Kerjasama internasional apabila ingin berjalan dengan baik tentu harus 
dipatuhi oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu, dibentuk perjanjian 
internasional, baik itu berupa perjanjian multilateral ataupun perjanjian 
bilateral. Perjanjian ini harus menguntungkan pihak-pihak di dalam 
perjanjian tersebut. 
Sejumlah kekhawatiran pun terjadi jelang diberlakukannya 
Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA), 2015 mendatang. Bukan hanya pada 
daya saing produk, akan tetapi hal-hal yang mendasar seperti sertifikasi 
tenaga kerja hingga aturan hukum mengenai perdagangan bebas tersebut 
hingga saat ini belum memiliki kejelasan. Standar baku mengenai 
sertifikasi internasional merupakan penghambat utama daya saing tenaga 
kerja di Indonesia. 
Indonesia harus menyiapkan seperangkat kebijakan di bidang 
investasi dan perdagangan yang berpihak pada kepentingan nasional, 
untuk menghadapi KEA 2015 mendatang. Dengan disahkannya undang-
undang perdagangan yang baru, pemerintah Indonesia seharusnya 
segera menerbitkan peraturan pelaksanaannya dan menyiapkan pelaku-
pelaku ekonomi dan perdagangan dalam negeri untuk menjadi lebih 
tangguh dan kompetitif, agar dapat bersaing dengan pelaku usaha dari 
negara-negara ASEAN lainnya.2 
                                                             
     
2
Juajir Sumardi dalam acara Asian Law Students Association Local Chapter Unhas 
(ALSA LC Unhas) bekerjasama dengan ALSA LC Unsri mengadakan video konferensi 
tanggal 6 Maret 2014 
4 
Sebelum mulai diberlakukannya KEA tahun 2015 ini, sudah begitu 
banyak forum-forum kerjasama yang menghasilkan perjanjian 
internasional baik yang tercipta di antara negara ASEAN maupun secara 
bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Salah satunya adalah forum 
kerjasama antara Provinsi Kalimantan Timur dan Negeri Sabah yang 
disebut dengan forum kerjasama Sosek Malindo Kaltim-Sabah. Kerjasama 
ini bertujuan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat yang 
hidup di daerah perbatasan masing-masing negara.  
Kerjasama Sosek Malindo Kaltim-Sabah dicetuskan sejak tahun 
1995 di Bandung, kemudian diresmikan pelaksanaannya pada tanggal 4 
September 1996 di kota Kinabalu yang ditandai dengan 
diselenggarakannya sidang pertama Tingkat Daerah Kaltim/Peringkat 
Negeri Sabah. Secara teknis, cakupan kerjasama Sosek Malindo meliputi 
bidang sosial, ekonomi, perdagangan dan infrastruktur. Walaupun telah 
terbentuk Provinsi baru yaitu provinsi Kalimantan Utara, kerjasama ini 
masih terjalin sampai sekarang.3 
Walaupun kerjasama Sosek Malindo Kaltim-Sabah memiliki tujuan 
untuk meningkatkan daerah perbatasan, Kota Samarinda memiliki 
peranan penting di dalamnya, karena Kota Samarinda merupakan Ibukota 
provinsi Kalimantan Timur yang merupakan salah satu tujuan barang-
barang dari Malaysia tersebut. Selain karena Ibukota provinsi, Kota 
Samarinda memiliki penduduk yang cukup banyak dan potensi sumber 
daya alam yang cukup besar, sehingga menjadikan kota ini sebagai 
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Keterangan ini disampaikan oleh Elfina (Kabid Perdagangan Luar Negeri Disperindag 
& UMKM Provinsi Kalimantan Timur), hasil wawancara pada tanggal 2 Juni 2014  
5 
daerah tujuan orang dari berbagai daerah dan berbagai tujuan, baik untuk 
mencari penghidupan maupun tujuan bisnis dan juga karena hubungan 
baik antara pengusaha di Kota Samarinda dengan pengusaha asal 
Malaysia yang sudah terjalin sejak dulu. 
Melihat potensi Kota Samarinda yang memberi harapan bagi 
masyarakat dan dengan terus meningkatnya kebutuhan ekonomi, hal ini 
juga mendorong perubahan pola pikir masyarakat dalam menjalankan 
roda perekonomian. Kota Samarinda juga merupakan salah satu tujuan 
perdagangan makanan produk dari negara tetangga Malaysia 
dikarenakan penduduk terbanyak di Provinsi Kalimantan Timur dan pola 
hidup yang konsumtif . Pada satu sisi konsumen diuntungkan dengan 
keadaan tersebut karena banyaknya produk makanan yang dapat dipilih 
sesuai dengan kebutuhannya, akan tetapi dari sisi lain pihak konsumen 
dapat dirugikan dengan kualitasnya atau tidak terjamin standar 
kesehatannya. 
Sektor perdagangan menjadi sasaran utama dalam pembangunan 
Kota Samarinda. Aktivitas perdagangan banyak terjadi melalui jalur darat 
dan laut. Pelabuhan umum di Kota Samarinda melalui sungai mahakam 
menjadi salah satu aktivitas perdagangan produk makanan Malaysia yang 
biasanya berasal dari utara Kota Samarinda seperti Kota Tarakan dan 
Kabupaten Nunukan. Bermula dari pelabuhan inilah banyak terjadi 
kegiatan perdagangan di Kota Samarinda. Hal ini guna mewujudkan 
pertambahan pajak daerah maka perdagangan makanan produk Malaysia 
baik yang legal maupun ilegal dipasarkan di Kota Samarinda dan 
6 
seharusnya pelaku-pelaku usaha yang memasarkan produk barang 
Malaysia yang ilegal tersebut di atas harus mendaftarkan sebagai 
perusahaan yang melakukan perdagangan impor barang tertentu dengan 
adanya tanda pengenal importir khusus. 
Selama Januari-November 2013, Balai Besar Pengawasan Obat 
dan Makanan (BBPOM) Kota Samarinda menemukan makanan 
berbahaya bagi kesehatan. Makanan itu bukan hanya ditemukan di pasar 
tradisional, melainkan juga di swalayan atau minimarket bahkan Usaha 
Kecil Menengah yang mengelola makanan atau jajanan khas Kota 
Samarinda. Temuan senilai Rp 104.732.700 tersebut merujuk data dari 
Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) BBPOM Samarinda. 
Sebagian besar temuan adalah makanan tanpa izin edar dari Malaysia. 
Dari berbagai kemasan makanan dan minuman yang disita, didominasi 
produk berupa serbuk cokelat dan susu. Beredarnya makanan tanpa izin 
edar terjadi karena beberapa faktor. Yaitu, pedagang sengaja menjual 
makanan tanpa izin, karena permintaan konsumen tinggi. Bisa juga faktor 
ketidaktahuan pelaku usaha atau pedagang bahwa makanan yang dijual 
harus mempunyai nomor izin edar.4 
 Maraknya praktek kegiatan ilegal tersebut lebih banyak didorong 
oleh faktor ekonomi (economic driven), dimana terjadi kesenjangan harga 
antara negara pengimpor dengan negara pengekspor. Hal ini 
menyebabkan berlakunya sifat alami perilaku ekonomi, yaitu selama 
komoditas itu menguntungkan untuk diimpor maka akan terjadi impor baik 
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http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/50005/bernilai-rp-104-juta-selain-di-pasar-
juga-temukan-di-swalayan.html, di akses, pukul 20.47, 11 Maret 2014 
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legal maupun ilegal. Sehingga di daerah Kalimantan Timur khususnya 
Samarinda, banyak beredar produk-produk dari Malaysia yang tidak 
diketahui melalui prosedur yang tepat atau tidak dan yang harganya lebih 
terjangkau dibandingkan produk lokal dalam negeri. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan pokok 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah aturan hukum perdagangan produk makanan 
Malaysia di wilayah Kota Samarinda? 
2. Apa faktor pendukung banyaknya produk makanan Malaysia 
yang beredar di wilayah Kota Samarinda? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 
 Adapun tujuan dari penulisan dirumuskan sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui aturan hukum perdagangan produk makanan 
Malaysia di wilayah Kota Samarinda 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung banyaknya produk 
makanan Malaysia yang beredar di wilayah Kota Samarinda. 
Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat seperti: 
1. Manfaat dari segi akademik 
Pada dasarnya dari penelitian ini dapat menjadi sarana ilmiah 
bagi mahasiswa untuk menyumbangkan wawasan akademik 
terutama dalam memahami dan memberi analisis hukum serta 
penalaran hukum terhadap legalitas perdagangan produk 
8 
makanan Malaysia di Kota Samarinda dan dapat berguna untuk 
memberi kemudahan akses data yang diperlukan peneliti 
nantinya. 
2. Manfaat dari segi sosial 
Bahwa dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 
salah satu sumber informasi bagi masyarakat untuk mengetahui 


















A. Hukum Perdagangan Internasional 
Perdagangan internasional merupakan faktor yang sangat penting 
dalam meningkatkan kemajuan ekonomi negara-negara di dunia. Menurut 
sejumlah ahli jika perekonomian dunia ingin makmur dalam suasana yang 
berubah seperti sekarang perdagangan harus memainkan peranan vital.5 
Richard Rosecrance6 memaparkan betapa besar kekuatan yang dapat 
diwujudkan suatu bangsa melalui kemampuan dagangnya. Kegiatan 
perdagangan mampu menggantikan ekspansi wilayah dan perang militer 
sebagai kunci pokok menuju kesejahteraan dan pencapaian kekuasaan 
internasional. Disimpulkannya bahwa manfaat perdagangan dan 
kerjasama internasional dewasa ini jauh melampaui manfaat persaingan 
militer dan perluasan wilayah. 
Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang 
berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. 
Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup 
banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter, jual 
beli barang atau komoditi (produk-produk pertanian, perkebunan, dan 
sejenisnya), hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks. 
Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional ini paling 
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Hata, 2006, Perdagangan internasional dalam sistem GATT dan WTO, Refika 
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6
Richard Rosecrance, The Rise of the Trading State, dikutip dalam buku Hata, Op.cit. 
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tidak disebabkan oleh adanya jasa teknologi, sehingga transaksi-transaksi 
dagang semakin berlangsung dengan cepat. Batas-batas negara bukan 
lagi halangan dalam bertransaksi. Bahkan dengan pesatnya teknologi, 
dewasa ini para pelaku dagang tidak perlu mengetahui atau mengenal 
siapa rekanan dagangnya yang berada jauh di belahan bumi lain. Hal ini 
tampak dengan lahirnya transaksi-transaksi yang disebut dengan e-
commerce. Ada berbagai motif atau alasan mengapa negara atau subjek 
hukum (pelaku dalam perdagangan) melakukan transaksi dagang 
internasional. Fakta yang sekarang ini terjadi adalah perdagangan 
internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi 
makmur, sejahtera dan kuat. Hal ini sudah banyak terbukti dalam sejarah 
perkembangan dunia.7 
Besar dan jayanya negara-negara di dunia tidak terlepas dari 
keberhasilan dan aktivitas negara-negara tersebut di dalam perdagangan 
internasional. Sebagai satu contoh, kejayaan Cina masa lalu tidak terlepas 
dari kebijakan dagang yang terkenal dengan nama „Silk Road‟ atau jalan 
suteranya. Silk road tidak lain adalah rute-rute perjalanan yang ditempuh 
oleh saudagar-saudagar Cina untuk berdagang dengan bangsa-bangsa 
lain di dunia. 
Esensi untuk bertransaksi dagang ini adalah dasar filosofinya, telah 
dikemukakan bahwa berdagang ini merupakan suatu “kebebasan 
fundamental” (fundamental freedom). Dengan kebebasan ini, siapa saja 
harus memiliki kebebasan untuk berdagang. Kebebasan ini tidak boleh 
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Huala Adolf, 2011, Hukum Perdagangan Internasional, Rajagrafindo Persada, 
Jakarta, hlm.2 
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dibatasi oleh adanya perbedaan agama, suku, kepercayaan, politik, 
sistem hukum, dan lain-lain. Piagam hak-hak dan kewajiban negara 
(Charter of Economic Rights and Duties of states) juga mengakui bahwa 
setiap negara memiliki hak untuk melakukan perdagangan internasional. 
(“Every State has the right to engage in international trade”) (pasal 4).8 
Perdagangan intenasional merupakan tantangan di masa 
mendatang. Oleh karena itu perlunya perlindungan hukum dalam 
mengatur perdagangan internasional. Pihak yang membutuhkan 
perlindungan hukum adalah pihak yang posisinya paling lemah. Hukum 
tidak dapat terlepas dari kekuasaan dan hukum memerlukan dukungan 
kekuasaan. Dalam lingkup internasional negara-negara besar mempunyai 
peranan dalam efektivitas hukum tersebut dan negara-negara 
berkembang harus memperjuangkan posisi dan kepentingan-
kepentingannya agar hukum perdagangan internasional benar-benar 
menjamin keseimbangan dan keadilan antara pihak yang lemah dan pihak 
yang kuat.9 
1. Definisi Hukum Perdagangan Internasional 
Kaidah hukum internasional yang mengatur masalah perdagangan 
internasional yang disebut hukum perdagangan internasional adalah 
kaidah hukum internasional yang mengatur tentang pertukaran baik 
barang dan jasa maupun modal antar penduduk dari suatu negara dengan 
negara lainnya, atau yang terjadi antar dua lebih warga atau penduduk 
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Syahmin AK, 2006, Hukum Dagang Internasional, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 
hlm. 119 
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(subjek hukum) yang berbeda negara.10 Perkembangan bidang hukum 
khususnya hukum perdagangan internasional berjalan cukup cepat, 
namun ternyata masih belum ada kesepakatan tentang definisi untuk 
bidang hukum perdagangan internasional ini, sehingga masih banyak 
perbedaan definisi dari berbagai ahli yang masing-masing berbeda. 
Definisi hukum perdagangan internasional dalam laporan Sekretaris 
Jenderal PBB disebutkan bahwa: “law of international trade may be 
defined as the body of rules governing commercial relationships of a 
private law nature involving different countries”.11 Definisi ini sebenarnya 
adalah definisi yang diberikan oleh seorang guru besar dalam hukum 
dagang internasional dari City of London College, yakni Clive M. 
Schmitthoff. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa definisi yang 
tercakup di dalam laporan sekretaris Jenderal PBB tersebut tidak lain 
adalah definisi Schmitthoff.12 
Dari definisi yang diungkapkan oleh Schmitthoff tersebut dapat 
ditarik unsur-unsur berikut. 
1) Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan 
yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya 
hukum perdata 
2) Aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang 
berbeda negara. 
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Sumantoro, Naskah akademis Peraturan Perundang-undangan RUU tentang 
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 Lebih lanjut dalam laporan sekretaris jenderal PBB tersebut 
dijabarkan mengenai ruang lingkup atau topik dari hukum perdagangan 
internasional itu sendiri yang mencakup:13 
1) International sale of goods: 
 Formation of contracts 
 Agency arrangements 
 Exclusive sale arrangements 




 Carriage of goods by sea 
 Carriage of goods by air 
 Carriage of goods by road and rail 
 Carriage of goods by inland waterways 
5) Industrial property and copyright 
6) Commercial arbitration. 
 
1) Jual beli dagang internasional 
 Pembentukan kontrak 
 Perwakilan-perwakilan dagang 
 Pengaturan penjualan eksklusif 




 Pengangkutan barang melalui laut 
 Pengangkutan barang melalui udara 
 Pengangkutan barang melalui darat dan kereta api 
 Pengangkutan barang melalui perairan pedalaman 
5) Hak milik industri 
6) Arbitrase komersial 
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Dalam definisi Schmitthoff di atas menunjukkan dengan jelas 
bahwa aturan-aturan tersebut membedakan antara hukum privat dengan 
hukum publik. 
Dengan demikian Schmitthoff menegaskan bahwa wilayah hukum 
perdagangan internasional tidak termasuk atau terlepas dari aturan-aturan 
hukum internasional publik yang mengatur hubungan-hubungan 
komersial. Misalnya, aturan-aturan hukum internasional yang mengatur 
hubungan dagang dalam kerangka General Agreement On Tariffs and 
Trade (GATT) atau aturan-aturan yang mengatur blok-blok perdagangan 
regional, aturan-aturan yang mengatur komoditi dan sebagainya.14 
Menurut Rafiqul Islam, bahwa hukum perdagangan internasional 
memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan hubungan keuangan. Hal ini 
dikarenakan dalam perdagangan internasional tidak akan terlepas dari 
adanya hubungan-hubungan keuangan diantara pembeli dan penjual. 
Rafiqul Islam mendefinisikan hukum perdagangan dan keuangan sebagai 
suatu kumpulan aturan, prinsip, norma, dan praktik yang menciptakan 
suatu pengaturan (regulatory regime) untuk transaksi-transaksi 
perdagangan internasional dan sistem pembayarannya, yang memiliki 
dampak terhadap perilaku komersial15 lembaga-lembaga perdagangan.16 
Sedangkan Michelle Sanson berpendapat, hukum perdagangan 
internasional ialah “can be defined as the regulation of the conduct of 
parties involved in the exchange of goods, services and technology 
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hukum perdata internasional atau Conflict of Law, perdagangan antar pemerintah atau 
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Rafiqul Islam, dikutip dalam Huala Adolf, Op.cit, hlm. 7 
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between nations”.17 Menurut Huala Adolf18, definisi ini tidak menyebutkan 
secara jelas apakah hukum perdagangan internasional termasuk dalam 
bidang hukum privat, hukum publik atau hukum internasional. Sanson 
hanya menyebutkan bahwa bidang hukum ini adalah the regulation of the 
conduct of parties, yang mana pihak masih samar hanya disebut parties, 
sementara objek kajiannya jelas yaitu jual beli barang, jasa dan teknologi. 
Meskipun definisi Sanson agak mengambang, Sanson membagi hukum 
perdagangan internasional ini kedalam dua bagian utama, yaitu hukum 
perdagangan internasional publik (public International trade law) dan 
hukum Internasional privat (private international trade law). 
Hukum perdagangan internasional publik adalah hukum yang 
mengatur perilaku dagang antar negara. Sementara itu, hukum 
perdagangan internasional privat yakni hukum yang mengatur perilaku 
dagang secara orang perorang (private traders) di negara-negara yang 
berbeda. 
Dalam memberikan definisi hukum perdagangan internasional, 
Hercules Booysen tidak memberikan definisi secara tegas, namun 
Booysen memberikan unsur-unsur dari definisi hukum perdagangan 
internasional, kemudian unsur-unsur inilah yang akan menjadi batasan 
dalam mendefinisikan hukum perdagangan internasional itu. Menurut 
Booysen, ada tiga unsur batasan yakni:19 
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1) Hukum perdagangan internasional dapat dipandang sebagai suatu 
cabang khusus dari hukum internasional (international trade law 
may also be regarded as a specialized branch of international law). 
2) Hukum perdagangan internasional adalah aturan-aturan hukum 
internasional yang berlaku terhadap perdagangan barang, jasa dan 
perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HKI). (international 
trade law can be described as those rule of international law which 
are applicable to trade in goods, service and the protection of 
intellectual property). Bentuk-bentuk hukum perdagangan 
internasional seperti ini misalnya saja dalam aturan-aturan WTO, 
perjanjian multilateral mengenai perdagangan barang seperti 
GATT, perjanjian mengenai perdagangan di bidang jasa 
(GATS/WTO), dan perjanjian mengenai aspek-aspek yang terkait 
dengan HKI (TRIPS). 
3) Hukum perdagangan internasional terdiri dari aturan-aturan hukum 
nasional yang memiliki atau berpengaruh langsung terhadap 
perdagangan internasional secara umum. Karena sifat aturan-
aturan hukum nasional tersebut, maka aturan-aturan tersebut 
merupakan bagian dari hukum perdagangan internasional. 
Contohnya seperti perundang-undangan yang ekstrateritorial (the 
extraterritorial legislation). 
 
2. Subyek Hukum Dalam Hukum Perdagangan Internasional 
 
Dalam aktifitas perdagangan internasional, subyek hukum 
internasional sangat berperan penting agar perdagangan tersebut dapat 
berjalan dengan baik dan memberikan perkembangan yang cukup 
signifikan terhadap hukum perdagangan internasional. Subyek hukum 
yang dapat tergolong kedalam hukum perdagangan internasional sebagai 
berikut: 
a. Negara 
Negara merupakan subyek hukum internasional yang paling tua 
usianya, negaralah yang pertama-tama muncul sebagai subyek hukum 
internasional dan baru belakangan diikuti oleh kemunculan subyek-subyek 
17 
hukum internasional lainnya. Demikian pula negara adalah merupakan 
subyek hukum yang paling utama, sebab negara dapat mengadakan 
hubungan-hubungan hukum internasional dalam segala bidang kehidupan 
masyarakat internasional, baik dengan sesama negara maupun dengan 
subyek-subyek hukum internasional lainnya.20 
Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara 
yang diselenggarakan di Montevideo, Uruguay pada tahun 1933 oleh 
negara-negara yang tergabung dalam Organization Of American States, 
dalam Konvensi ini dikemukakan kualifikasi yang harus dipenuhi suatu 
negara untuk dapat digolongkan sebagai pribadi atau subyek hukum 
internasional. Tegasnya, Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 menyatakan 
sebagai berikut: 
“Suatu negara sebagai pribadi dalam hukum internasional harus 
memiliki kualifikasi sebagai berikut: a. Penduduk yang tetap; b. Wilayah 
yang pasti; c. Pemerintah; d. Kemampuan untuk mengadakan hubungan 
dengan negara-negara lain.”21  
 Negara merupakan subyek hukum terpenting di dalam hukum 
perdagangan internasional. Negara merupakan subyek hukum yang 
paling sempurna, alasannya negara merupakan satu-satunya subyek 
hukum yang memiliki kedaulatan. Berdasarkan kedaulatan ini, negara 
memiliki wewenang untuk menentukan dan mengatur segala sesuatu 
yang masuk dan keluar dari wilayahnya. Dengan atribut kedaulatannya ini, 
negara antara lain berwenang untuk membuat hukum (regulator) yang 
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mengikat segala subyek hukum lainnya (individu, perusahaan), mengikat 
benda dan peristiwa hukum yang terjadi di dalam wilayahnya termasuk 
perdagangan. 
Negara juga berperan penting terhadap pembentukan organisasi-
organisasi (perdagangan) internasional semisal WTO. WTO didirikan pada 
tanggal 1 Januari 1995, berdasarkan Marrakesh Agreement Establishing 
the World Trade Organization. Dasar hukum WTO dibagi dalam 5 
kategori, yaitu peraturan mengenai non-diskriminasi, peraturan mengenai 
perdagangan yang tidak adil, peraturan mengenai akses pasar, peraturan 
mengenai hubungan antara liberalisasi perdagangan dan nilai-nilai serta 
kepentingan sosial lainnya dan peraturan mengenai harmonisasi 
perangkat hukum nasional dalam bidang-bidang khusus.22 Organisasi 
inilah yang membentuk aturan-aturan hukum di bidang perdagangan 
internasional agar perdagangan dapat berjalan sebagaimana mestinya. 
Negara juga bersama-sama dengan negara lain mengadakan perjanjian 
internasional untuk mengatur transaksi perdagangan diantara mereka. 
Negara juga berperan penting dalam subyek sebagai pedagang secara 
langsung. Dalam posisi sebagai pedagang, negara merupakan salah satu 
pelaku utama dalam transaksi perdagangan internasional ke negara 
lainnya. 
Badan perdagangan Dunia atau WTO mengklasifikasikan negara 
menjadi empat bagian, yaitu: developed countries (negara maju), 
developing countries (negara sedang berkembang), least developed 
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countries (negara kurang maju) dan net food-importing developing 
countries (negara sedang berkembang pengimpor makanan)23 
b. Organisasi 
Organisasi internasional dapat diartikan dengan sederhana sebagai 
pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara 
negara yang satu dengan negara yang lain yang berlandaskan 
persetujuan dasar dan melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi 
manfaat timbal balik yang pelaksanaannya melalui pertemuan-pertemuan 
dan kegiatan-kegiatan staf secara berkala.24 Menurut Pasal 2 ayat 1 
Konvensi Wina 1986 tentang Perjanjian Internasional dan Organisasi 
Internasional, organisasi internasional adalah organisasi antar pemerintah. 
1) Organisasi Internasional Antar Pemerintah 
Organisasi internasional antar pemerintah dibentuk oleh dua 
negara atau lebih negara untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi 
internasional yang membidangi perdagangan internasional memiliki 
peranan yang sangat signifikan. 
Organisasi internasional jika ingin didirikan harus memiliki dasar 
hukum yang biasanya adalah perjanjian internasional. Di dalam perjanjian 
inilah termuat fungsi dan tujuan yang harus dilaksanakan oleh organisasi 
internasional tersebut serta struktur organisasi dan hal-hal apa saja yang 
harus dipatuhi oleh organisasi internasional tersebut. Organisasi 
internasional lebih banyak bergerak mengeluarkan aturan-aturan yang 
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bersifat rekomendasi yang ditujukan kepada negara. Biasanya aturan-
aturan ini jarang ditujukan untuk individu. 
UNCITRAL adalah beberapa bagian organisasi internasional yang 
dimiliki oleh PBB yang memiliki peranan dalam perkembangan 
perdagangan internasional. Badan ini didirikan berdasarkan resolusi PBB 
Nomor 2205 (XXI), 12 Desember 1966. UNCITRAL memiliki beberapa 
kebijakan seperti melakukan upaya dalam membentuk produk atau 
instrumen hukum modern yang dapat memberi kebutuhan hukum untuk 
memperlancar perdagangan internasional dan ekonomi dunia, serta 
UNCITRAL juga melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
Internasional atau organisasi antar pemerintah untuk mengesahkan 
instrumen hukum dengan melalui konsensus bersama. 
2) Organisasi Internasional Nonpemerintah 
Organisasi Internasional Nonpemerintah merupakan subyek hukum 
lainnya dari subyek hukum perdagangan internasional. Organisasi 
Internasional Nonpemerintah atau yang biasanya disebut NGO (Non-
Governmental Organization) dibentuk oleh asosiasi dagang atau pihak 
swasta. 
NGO Internasional tidak dapat dipandang sebelah mata walaupun 
dibentuk oleh pihak swasta dikarenakan telah banyak berperan dalam 
bidang perdagangan internasional, Seperti ICC (International Chamber of 
Commerce atau Kamar Dagang Internasional). ICC telah berhasil 
mengeluarkan berbagai bidang hukum perdagangan dan keuangan 
internasional, misalnya: Arbitration Rules and Court of Arbitration. 
21 
ICC Arbitration Rules sangat banyak berperan terhadap 
perdagangan internasional. Pengusaha-pengusaha besar di dunia banyak 
memanfaatkan aturan-aturan dari Arbitrase ICC ini untuk menyelesaikan 
sengketa-sengketa dagang internasional. Pengusaha ini mencantumkan 
cukup banyak klausul arbitrase yang mengacu pada ICC Arbitration Rules 
untuk hukum acara badan acara arbitrasenya. 
c. Individu 
Individu atau perusahaan adalah pelaku utama dalam perdagangan 
internasional. Aturan-aturan hukum yang dibentuk oleh negara pada 
akhirnya bertujuan untuk memfasilitasi individu dalam perdagangan 
internasional. 
Individu jika dibandingkan dengan negara atau organisasi 
internasional, status individu dalam hukum perdagangan internasional 
tidaklah begitu penting. Hal ini dikarenakan individu dianggap sebagai 
subyek hukum dengan sifat hukum perdata. Selain individu, subyek 
hukum yang termasuk sifat hukum perdata adalah perusahaan 
multinasional dan bank.25 Individu hanya akan terikat pada aturan-aturan 
yang telah dibuat oleh negara tempat individu itu berada. Oleh sebab itu, 
individu tunduk pada aturan hukum nasionalnya bukan pada aturan 
hukum perdagangan internasional. 
Apabila individu merasa hak-haknya terganggu dan apabila individu 
merasa dirugikan, individu dapat meminta bantuan negaranya untuk 
memajukan klaimnya terhadap negara lain yang merugikan individu 
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tersebut ke hadapan badan-badan internasional. Individu dapat 
mengajukan tuntutannya kepada negara berdasarkan konvensi ICSID 
(konvensi Washinghton 1965). 
Konvensi ICSID mengakui hak-hak dari individu untuk menjadi 
pihak di hadapan badan arbitrase ICSID. Akan tetapi hak-hak ini bersifat 
terbatas dikarenakan sengketa yang terjadi hanya dibatasi untuk 
sengketa-sengketa di bidang penanaman modal yang sebelumnya 
tertuang di dalam kontrak dan juga negara dari individu tersebut harus 
disyaratkan untuk menjadi anggota konvensi ICSID. Hal ini bersifat mutlak 
karena RI telah meratifikasi Konvensi ICSID melalui UU nomor 5 tahun 
1968. 
- Perusahaan Multinasional 
Perusahaan multinasional diakui sebagai subyek hukum yang 
berperan penting dalam perdagangan internasional. Peran diakui karena 
perusahaan multinasional memiliki kekuatan finansial yang cukup baik. 
Dengan kemampuan finansial yang dimilikinya, hukum (perdagangan) 
internasional berupaya mengaturnya agar tetap patuh pada aturan-aturan 
yang ada. 
Pasal 2 (2)(b) Piagam Hak dan Kewajiban Ekonomi negara-negara 
antara lain menyebutkan bahwa MNCs tidak boleh ikut andil di dalam 
masalah-masalah yang terjadi di dalam negeri dari suatu negara. Pasal 2 
(2)(b) Piagam antara lain berbunyi sebagai berikut “…Transnational 
corporation shall not intervene in the internal affairs of a host state”.26 
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Alasan pengaturan ini pasti sudah dipertimbangkan dengan baik. 
Cukup sering MNCs berperan dalam mempengaruhi situasi politik dan 
ekonomi dalam suatu negara. Salah satu contohnya di Indonesia adalah 
perusahaan Freeport yang beroperasi di papua. 
- Bank 
Seperti halnya individu dan MNCs, bank juga dapat digolongkan 
sebagai subyek hukum perdagangan internasional. Bank juga harus patuh 
pada hukum yang diterapkan oleh hukum nasional dimana bank tersebut 
didirikan dan menjalankan perannya. 
Bank memiliki peranan yang cukup penting karena merupakan 
kunci dalam perdagangan internasional. Peranan kunci yang dimaksud 
seperti menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dari negara yang 
berbeda satu sama lain. Penghubung disini diartikan sebagai fasilitator 
dalam pembayaran antara penjual dan pembeli yang berbeda Negara 
tersebut.27 
Bank juga mampu menciptakan aturan-aturan hukum dalam 
perdagangan internasional khususnya mengembangkan hukum 
perbankan internasional dan juga mengatur pembayaran dalam setiap 
transaksi perdagangan internasional. 
 
B. Hukum Perjanjian Internasional 
Dalam masyarakat internasional dewasa ini, perjanjian 
internasional memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur 
kehidupan dan pergaulan antar negara. Melalui perjanjian internasional, 
                                                             




tiap negara menggariskan dasar kerjasama mereka, mengatur berbagai 
kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup 
masyarakat itu sendiri. Dalam dunia yang ditandai dengan saling 
ketergantungan dewasa ini, tidak ada satu negara yang tidak mempunyai 
perjanjian dengan negara lain dan tidak ada suatu negara yang tidak 
diatur oleh perjanjian dalam kehidupan internasionalnya.28 
Berdasarkan kenyataan tersebut, tidaklah terlalu berlebihan jika 
perjanjian internasional dapat disebut sebagai sumber hukum 
internasional yang utama. Sebagai sebuah instrumen yuridis yang 
menampung kehendak dan persetujuan dari para subyek hukum 
internasional yang menyepakatinya, perjanjian internasional mampu 
menciptakan kewajiban bagi para pihaknya untuk tunduk dan menaati 
aturan-aturan yang tertuang di dalamnya dan bahkan menerima sanksi 
apabila tidak mampu ataupun tidak mau melaksanakan perjanjian yang 
telah disepakatinya. 
Perwujudan atau realisasi hubungan internasional dalam bentuk 
perjanjian-perjanjian internasional, sudah sejak lama dilakukan oleh 
negara-negara di dunia ini. Perjanjian-perjanjian tersebut merupakan 
hukum yang harus dihormati dan ditaati oleh pihak-pihak yang 
bersangkutan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan, bahwa selama masih 
berlangsungnya hubungan antara bangsa-bangsa atau negara-negara di 
dunia ini, selama itu pula masih tetap akan muncul perjanjian-perjanjian 
internasional.29 
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Sampai tahun 1969, pembuatan perjanjian-perjanjian internasional 
hanya diatur oleh hukum kebiasaan. Berdasarkan draft pasal-pasal yang 
disiapkan oleh Komisi Hukum Internasional, diselenggarakanlah suatu 
Konferensi Internasional di Wina dari tanggal 26 Maret hingga 24 Mei 
1968 dan dari tanggal 9 April hingga 22 Mei 1969 untuk 
mengkodifikasikan hukum kebiasaan tersebut. Konferensi kemudian 
melahirkan Vienna Convention on the Law of Treaties yang 
ditandatangani 23 Mei 1969. Konvensi ini mulai berlaku sejak tanggal 27 
Januari 1980 dan telah merupakan hukum internasonal positif. Sampai 
Desember 1999, sudah 90 negara yang menjadi pihak pada konvensi 
tersebut.30 
1. Definisi Perjanjian Internasional 
Hukum perjanjian internasional telah berkembang pesat dan telah 
terkodifikasi ke dalam berbagai konvensi internasional seperti Konvensi 
Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional, Konvensi Wina 1986 tentang 
Perjanjian Internasional dan Organisasi Internasional, Konvensi Wina 
1978 tentang Suksesi Negara terkait perjanjian internasional.31 
Untuk memahami apa pengertian sesungguhnya dari perjanjian, 
maka perlu dipahami definisi hukum seperti yang dirumuskan oleh hukum 
internasional. Berdasarkan Konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina 1986, 
definisi perjanjian internasional yaitu : “An International agreement 
concluded between States [and International Organizations] in written form 
and governed by International Law, whether embodied in a single 
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instrument or in two or more related instruments and whatever its 
particular designation.” (sebuah kesepakatan internasional yang dibuat 
antar negara [dan antar organisasi internasional] dalam bentuk tertulis dan 
diatur oleh hukum internasional, apakah dalam bentuk instrumen tunggal 
ataupun dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun 
penyebutannya). 
Berdasarkan definisi diatas, kemudian diadopsi oleh undang-
undang No.24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dengan sedikit 
modifikasi, yaitu : “Setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur 
oleh hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah dengan negara, 
organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya”. 
Dari pengertian hukum ini maka terdapat beberapa kriteria dasar 
yang harus dipenuhi oleh suatu dokumen perjanjian untuk dapat 
ditetapkan sebagai suatu perjanjian internasional menurut Konvensi Wina 
1969, Konvensi Wina 1986, dan Undang-undang No.24 Tahun 2000 
tentang Perjanjian Internasional, yaitu32: 
- Perjanjian tersebut harus berkarakter internasional (an 
international agreement), sehingga tidak mencakup perjanjian-
perjanjian yang berskala nasional seperti perjanjian antar 
negara bagian atau antara pemerintah daerah dari suatu negara 
nasional; 
- Perjanjian tersebut harus dibuat oleh negara dan/ atau 
organisasi internasional (by subject of international law), 
                                                             




sehingga tidak mencakup perjanjian yang sekalipun bersifat 
internasional namun dibuat oleh non-subyek hukum 
internasional, seperti perjanjian antar negara dengan 
perusahaan multinasional; 
- Perjanjian tersebut tunduk pada rezim hukum internasional 
(governed by international law) yang oleh undang-undang No. 
24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebut dengan 
“diatur dalam hukum internasional serta menimbulkan hak dan 
kewajiban di bidang hukum publik”. Perjanjian-perjanjian yang 
tunduk pada hukum perdata nasional tidak tercakup dalam 
kriteria ini. 
Parameter tentang “governed by international law” merupakan 
elemen yang sering menimbulkan kerancuan dalam memahami perjanjian 
internasional, tidak hanya dikalangan praktisi namun juga akademisi. 
Komisi Hukum Internasional yang merancang konvensi ini menyatakan 
bahwa suatu dokumen adalah “governed by international law” jika 
memenuhi dua elemen yaitu33: 
- Intended to create obligations and legal relations. (Bermaksud 
untuk menciptakan kewajiban dan hubungan hukum) 
There may be agreements whilst concluded between states but 
create no obligations and legal relations. They could be in the 
form of a “Joint Statement”, or “MOU”, depends on the subject-
matter and the intention of the parties. (Ada beberapa bentuk 
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perjanjian sementara yang dibuat antar negara namun tidak 
menciptakan kewajiban dan hubungan hukum. Dapat berwujud 
“Pernyataan Bersama”, atau “Memorandum Saling Pengertian”, 
tergantung pada isi dan tujuan para pihak yang membuatnya). 
- …under International Law. (di bawah Hukum Internasional) 
There may be agreements between States but subject to the 
local law of one of the parties or by a private law 
systems/conflict of law such as “agreements for the acquisition 
of premises for a diplomatic mission or for some purely 
commercial transactions i.e. loan agreements”. (Ada beberapa 
bentuk perjanjian antar negara namun merupakan subyek dari 
hukum nasional salah satu pihak atau berdasarkan sistem 
hukum privat/konflik hukum seperti “perjanjian mengenai akuisisi 
gedung dan halaman untuk misi diplomatik atau mengenai 
sebuah transaksi komersial murni seperti misalnya persetujuan 
peminjaman). 
2. Unsur-unsur Perjanjian Internasional 
Berdasarkan definisi yang telah dirumuskan di atas maka dapat 
ditarik unsur-unsur perjanjian internasional, yakni : 
- Kata sepakat 
- Dibuat oleh dua atau lebih subyek hukum internasional 
- Mengenai hal atau obyek tertentu 
- Dengan tujuan menciptakan kewajiban dan hubungan hukum 
- Berdasarkan hukum internasional. 
29 
3. Istilah-istilah perjanjian internasional 
Praktek pembuatan perjanjian di antara negara-negara selama ini 
telah melahirkan berbagai bentuk terminologi perjanjian internasional yang 
kadang kala berbeda pemakaiannya menurut negara, wilayah maupun 
jenis perangkat internasionalnya. Terminologi yang digunakan atas 
perangkat internasional tersebut umumnya tidak mengurangi hak dan 
kewajiban yang terkandung didalamnya. Suatu terminologi perjanjian 
internasional digunakan berdasarkan permasalahan yang diatur dan 
dengan memperhatikan keinginan para pihak pada perjanjian tersebut dan 
dampak politisnya terhadap mereka.34 
 Adapun istilah-istilah yang sering digunakan dalam perjanjian 
internasional adalah : 
a. Treaty (traktat) 
Menurut pengertian umum, istilah treaty dalam bahasa Indonesia 
lebih dikenal dengan istilah perjanjian internasional. Dalam pengertian ini, 
perjanjian internasional mencakup seluruh perangkat/instrumen yang 
dibuat oleh subyek hukum internasional dan memiliki kekuatan mengikat 
menurut hukum internasional. 
Menurut pengertian khusus, terminologi treaty dalam bahasa 
Indonesia lebih dikenal dengan istilah traktat. Hingga kini, tidak terdapat 
pengaturan yang konsisten atas penggunaan terminologi tersebut. 
Umumnya, traktat digunakan untuk suatu perjanjian yang materinya 
merupakan hal-hal yang sangat prinsipil. Umumnya perjanjian tersebut 
memerlukan adanya pengesahan/ratifikasi.35 
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b. Convention (Konvensi) 
Konvensi adalah bentuk perjanjian internasional yang mengatur 
hal-hal yang bersifat penting dan resmi yang bersifat multilateral. Konvensi 
biasanya bersifat “law making treaty” dengan pengertian yang meletakkan 
kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional.36 
c. Agreement (Persetujuan) 
Persetujuan adalah bentuk perjanjian internasional yang umumnya 
bersifat bilateral, dengan substansi yang lebih kecil lingkupnya dibanding 
materi yang diatur dalam traktat maupun konvensi. Bentuk ini secara 
terbatas juga digunakan dalam perjanjian multilateral.37 
d. Charter (Piagam) 
Piagam biasa digunakan untuk perjanjian-perjanjian internasional 
yang dijadikan sebagai konstitusi suatu organisasi internasional.38 
e. Protocol (Protokol) 
Protokol jika digunakan dalam pengertian suatu instrumen 
perjanjian biasanya dikaitkan pada instrumen tunggal yang memberikan 
amandemen atau pelengkap terhadap persetujuan internasional 
sebelumnya. Untuk membuat suatu perjanjian sempurna dan lengkap, 
maka diperlukan satu tambahan instrumen yaitu protokol. Ada beberapa 
sebutan untuk protokol yang masing-masing nampaknya memiliki arti yang 
sedikit berbeda dengan protokol, yakni protokol tambahan (additional 
protocol), protokol pilihan (optional protocol) dan protokol pelengkap 
(supplementary protocol). Istilah protokol juga diberikan pada instrumen 
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perjanjian yang memperpanjang masa berlakunya suatu perjanjian atau 
konvensi yang sudah hampir berakhir masa berlakunya.39 
f. Declaration (Deklarasi) 
Deklarasi merupakan suatu perjanjian yang berisikan ketentuan-
ketentuan umum dimana pihak-pihak pada deklarasi tersebut berjanji 
untuk melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu di masa yang 
akan datang. Bedanya dengan perjanjian atau konvensi ialah deklarasi 
isinya lebih ringkas dan padat serta menyampingkan ketentuan-ketentuan 
yang bersifat formal seperti surat kuasa (full powers), ratifikasi, dan lain-
lainnya.40 
g. Final Act 
Final Act adalah suatu dokumen yang berisikan ringkasan laporan 
sidang dari suatu konferensi dan yang juga menyebutkan perjanjian-
perjanjian atau konvensi-konvensi yang dihasilkan oleh konferensi 
tersebut dengan kadang-kadang disertai anjuran atau harapan yang 
sekiranya dianggap perlu. Penandatanganan dokumen ini sama sekali 
tidak berarti penerimaan terhadap perjanjian-perjanjian atau konvensi-
konvensi yang dihasilkan tetapi hanya semacam kesaksian berakhirnya 
suatu tahap proses pembuatan perjanjian.41 
h. Agreed Minutes and Summary Records 
Istilah diatas adalah suatu kesepakatan antara wakil-wakil lembaga 
pemerintahan tentang hasil akhir atau hasil sementara (seperti dokumen 
suatu perjanjian bilateral) dari suatu pertemuan teknis. Bentuk ini banyak 
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digunakan untuk merekam pembicaraan pada acara-acara kunjungan 
resmi atau tidak resmi, atau untuk mencapai kesepakatan sementara 
sebagai bagian dari suatu rangkaian putaran perundingan mengenai suatu 
masalah yang sedang dirundingkan.42 
i. Memorandum of Understanding 
Memorandum Saling Pengertian merupakan perjanjian yang 
mengatur pelaksanaan teknis operasional suatu perjanjian induk. 
sepanjang materi yang diatur bersifat teknis, memorandum saling 
pengertian dapat berdiri sendiri dan tidak memerlukan perjanjian induk. 
Jenis perjanjian ini umumnya dapat segera berlaku setelah 
penandatanganan tanpa memerlukan pengesahan. Dari perspektif politis 
Indonesia, menggunakan MoU untuk menggambarkan perjanjian yang 
tidak formal dan yang tidak membutuhkan prosedur yang ruwet serta tidak 
terlalu mengikat. MoU merupakan judul yang terbanyak dibuat oleh 
Indonesia dalam perjanjian-perjanjian bilateral. 
j. Exchange of Notes 
Pertukaran Nota Diplomatik/Surat adalah suatu pertukaran 
penyampaian atau pemberitahuan resmi posisi pemerintah masing-masing 
yang telah disetujui bersama mengenai suatu masalah tertentu. Instrumen 
bisa menjadi suatu perjanjian internasional itu sendiri jika para pihak 
bermaksud untuk itu, yang dikenal dengan istilah Exchange of 
Notes/Letters Constitute Treaty/Agreement.43 Exchange of Notes/Letters 
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Constitute Treaty/Agreement dapat digunakan dalam hal-hal sebagai 
berikut44 
 Pemberitahuan telah dipenuhinya prosedur konstitusional/ 
ratifikasi suatu perjanjian internasional. 
 Konfirmasi tentang kesepakatan terhadap perbaikan dari suatu 
perjanjian internasional. 
 Pengakhiran atau perpanjangan masa berlaku dari suatu 
perjanjian internasional. 
 Penyampaian aspek-aspek teknis sebagai pelaksanaan dari 
suatu perjanjian internasional. 
 Bentuk lain dari perjanjian internasional (Exchange of Notes 
Constitute Treaty) 
k. Process-Verbal 
Istilah ini dipakai untuk mencatat pertukaran atau penyimpanan 
piagam pengesahan atau untuk mencatat kesepakatan hal-hal yang 
bersifat teknik administratif atau perubahan-perubahan kecil dalam suatu 
persetujuan.45 
l. Modus Vivendi 
Modus Vivendi merupakan suatu perjanjian yang bersifat 
sementara dengan maksud akan diganti dengan pengaturan yang tetap 
dan terperinci. Biasanya dibuat dengan cara tidak resmi dan tidak 
memerlukan pengesahan.46 
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C. Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 
Menjelang abad ke-21, negara-negara ASEAN sepakat untuk 
mengembangkan suatu kawasan yang terintegrasi dengan membentuk 
suatu komunitas-komunitas negara-negara ASEAN yang terbuka, damai, 
stabil, sejahtera, saling peduli dan terikat dalam kemitraan yang dinamis di 
tahun 2020.47 
Untuk merealisasikan harapan tersebut Bali Concord II disahkan 
pada KTT ASEAN ke-9 di Bali 2003. Dalam Bali Concord II disepakati 
pembentukan Komunitas ASEAN (ASEAN Community) Komunitas ASEAN 
terdiri atas 3 pilar, yaitu Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (ASEAN 
Political-Security Community/APSC), Komunitas Ekonomi ASEAN 
(ASEAN Economic Community/AEC) dan Komunitas Sosial Budaya 
ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC), dimana hal tersebut 
juga tertuang dalam piagam ASEAN.48 
Pada KTT ASEAN ke-10 Vientiane, Laos, tahun 2004 disetujui 3 
rencana aksi (Plan of Action/PoA) untuk masing-masing pilar Komunitas 
ASEAN tersebut. PoA ini merupakan program jangka panjang untuk 
merealisasikan program pembentukan Komunitas ASEAN. KTT tersebut 
juga mengintregasikan ketiga PoA tersebut kedalam Vientiene Action 
Program sebagai landasan jangka pendek-menengah untuk periode 2004-
2010. 
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Pada KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina, 13 Januari 2007, para 
pemimpin ASEAN menandatangani Deklarasi Cebu. Dengan deklarasi 
tersebut disepakati bahwa pembentukan Komunitas ASEAN akan 
dipercepat dari 2020 menjadi 2015. Hal itu dilakukan guna memperkuat 
daya saing ASEAN dalam menghadapi kompetisi global, terutama dengan 
India dan China. Beberapa pertimbangan yang mendasari percepatan 
tersebut adalah: 
- Potensi penurunan biaya produksi di ASEAN sebesar 10-20% 
untuk barang konsumsi sebagai dampak integrasi ekonomi. 
- Meningkatkan kemampuan kawasan dengan implementasi 
standar praktik internasional, hak kekayaan intelektual dan 
adanya persaingan. 
Untuk mencapai terbentuknya komunitas ASEAN 2015, ASEAN 
menyusun Cetak Biru (Blue Print) dari ketiga pilar tersebut. Cetak Biru 
Komunitas Ekonomi ASEAN disahkan pada KTT ASEAN ke-13 tahun 
2007 di Singapura, sedangkan dua lainnya disahkan pada KTT ASEAN 
ke-14 tahun 2009 di Cha Am Hua Hin, Thailand. 
Pada pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic 
Ministry/AEM) ke-39 tahun 2007, disepakati mengenai naskah Cetak Biru 
Komunitas ASEAN beserta jadwal strategis yang mencakup inisiatif-insiatif 
baru serta peta jalan yang jelas untuk mencapai pembentukan KEA tahun 
2015. Cetak Biru tersebut kemudian disahkan dalam KTT ke-13 ASEAN. 
36 
Cetak Biru KEA memuat empat kerangka kerjasama atau pilar 
KEA, yaitu:49 
1. ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional 
dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga 
kerja terampil dan aliran modal yang lebih bebas 
2. ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang 
tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan 
konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan 
infrastruktur, perpajakan dan e-commerce 
3. ASEAN sebagai kawasan dengan perkembangan ekonomi yang 
merata dengan elemen pengembangan usaha kecil menengah 
dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CLMV 
(Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam) yang termuat dalam 
Initiative for ASEAN integration50 
4. ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh 
dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan 
koheren dengan ekonomi diluar kawasan dan meningkatan 
peran serta dalam jejaring produksi global. 
Cetak Biru KEA merupakan rancangan utama (master plan) untuk 
membentuk KEA 2015 dengan mengidentifikasi langkah-langkah integrasi 
ekonomi yang akan ditempuh melalui berbagai komitmen yang rinci 
dengan sasaran dan jangka waktu yang jelas. Target waktu tersebut 
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terbagi kedalam empat fase, yaitu 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013 dan 
2014-2015. 
Untuk memantau implementasi Cetak Biru Komunitas Ekonomi 
ASEAN, ASEAN telah mengembangkan mekanisme scorecard sebagai 
alat untuk mengukur tingkat implementasi komitmen ekonomi ASEAN 
sekaligus sebagai alat komunikasi dengan para pemilik kepentingan 
mengenai keseriusan ASEAN dalam mewujudkan KEA 2015. Scorecard 
tersebut disusun dalam ASEAN Baseline Report (ABR), dan dilaporkan 
setiap tahun oleh Sekjen ASEAN kepada para menteri dan kepala 
negara/pemerintahan semua negara anggota ASEAN. 
Beberapa kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi51 antara lain: 
1. Kerjasama di sektor industri yang dilakukan melalui Kerjasama 
Industri ASEAN (ASEAN Industrial Cooperation/AICO); 
2. Kerjasama di sektor perdagangan dilakukan dengan 
pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) 
melalui pemberlakuan Tarif Efektif Bersama (Common Effective 
Preferential Tariff-CEPT) antara 5-10% atas dasar produk per 
produk, baik produk ekspor maupun impor guna menghilangkan 
kendala-kendala perdagangan di antara negara-negara ASEAN; 
3. Perdagangan Bebas dengan Mitra Wicara (FTA); 
4. Kerjasama di sektor jasa yang meliputi kerjasama di sektor 
transportasi dan telekomunikasi, pariwisata dan keuangan; 
5. Kerjasama di sektor komoditi dan sumber daya alam; 
6. Kerjasama di sub-sektor pertanian dan kehutanan; 
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7. Kerjasama di sektor energi dan mineral; 
8. Kerjasama di sektor usaha kecil dan menengah 
 
D. Implementasi Perjanjian Internasional di Indonesia 
Sejak kemerdekaan, hukum di Indonesia telah mengatur secara 
umum tentang perjanjian internasional. Ketiga UUD yang pernah berlaku 
di Indonesia, baik UUD 1945, Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 
memuat pasal tentang perjanjian internasional. Hukum nasional Indonesia 
mengalami perkembangan yang cukup berarti sejak dilahirkannya 
Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. 
Undang-undang ini merupakan produk legislasi landmark tentang 
perjanjian internasional yang membuka lembaran baru tentang status 
perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia. Yang 
mendasari pembuatan undang-undang ini juga adalah dalam rangka 
reformasi hukum serta menciptakan kepastian hukum proses pembuatan 
perjanjian internasional. 
Setelah lahirnya Undang-undang No. 24 Tahun 2000, hal ini telah 
menunjukkan konsistensi tentang perjanjian. Sehingga semua dokumen 
sepanjang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dengan subjek hukum 
internasional masih dianggap sebagai perjanjian internasional sekalipun 
perjanjian itu pada hakikatnya tidak menciptakan kewajiban dan hubungan 
hukum. MoU antarnegara termasuk perjanjian kota/provinsi kembar yang 
pada hakikatnya merupakan komitmen politik dan tidak menciptakan 
kewajiban dan hubungan hukum juga akan diperlakukan sebagai 
perjanjian internasional.52 
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Dalam praktik negara-negara termasuk Indonesia, ditemukan jenis 
perjanjian yang bersifat adminstratif yang dibuat antara Lembaga 
Pemerintah/Negara Indonesia dengan Lembaga Pemerintah/Negara 
Asing, misalnya perjanjian antara Pemerintah Daerah seperti MoU Sister 
City/Province. Perjanjian ini menimbulkan kontroversi terkait statusnya 
sebagai suatu perjanjian internasional, karena para pihak tidak bertindak 
atas nama negara melainkan bertindak atas nama lembaganya. Selain itu, 
materi yang tertuang dalam perjanjian ini hanya bersifat administratif yang 
tidak melahirkan hak dan kewajiban negara menurut hukum internasional. 
Sekalipun banyak pandangan bahwa perjanjian ini tidak dapat 
dikategorikan sebagai perjanjian internasional, praktik yang ada di 
Indonesia masih belum membedakannya dengan perjanjian internasional 
per definisi Undang-Undang No. 24 Tahun 2000, sehingga prosedur 
pembuatannya tetap mengacu pada undang-undang ini. 
1. Perjanjian Internasional dan Otonomi Daerah53 
Dinamika hubungan masyarakat internasional yang sedemikian 
pesat, sebagai akibat dari semakin meningkatnya teknologi komunikasi 
dan informasi yang membawa dampak pada percepatan arus globalisasi, 
mengakibatkan hukum perjanjian internasional juga mengalami 
perkembangan pesat seiring dinamika masyarakat internasional itu 
sendiri. Seiring dengan proses reformasi yang dijalankan oleh Indonesia 
yang salah satu pilar utamanya adalah pembentukan sistem otonomi 
daerah, peranan pemerintah daerah menjadi sangat penting sebagai 
salah satu aktor dalam pelaksanaan hubungan internasional. 
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Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
secara tidak langsung memuat pasal tentang perjanjian internasional, 
yaitu: 
Pasal 42 Ayat (1) huruf (f): 
“DPRD mempunyai tugas dan wewenang memberikan pendapat 
dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana 
perjanjian internasional di daerah.” 
Dari praktik internasional, kekuasaan membuat perjanjian 
seharusnya dibuat oleh Pemerintah Pusat dan tidak dikenal adanya 
perjanjian internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Akan 
tetapi, lain halnya yang terjadi di Indonesia. Ada beberapa jenis dokumen 
yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah salah satunya adalah MoU 
Sister Province dalam hal ini akan lebih dikembangkan oleh penulis 
adalah perjanjian kerjasama sosek malindo Kaltim-Sabah. 
2. Sosek Malindo Kaltim-Sabah 
Salah satu wilayah perbatasan Indonesia yang mempunyai tingkat 
aktivitas dan interaksi perdagangan yang cukup tinggi adalah perbatasan 
antara Provinsi Kalimantan Timur dengan Negeri Sabah Malaysia. Hal ini 
dapat dilihat dari perdagangan tradisional yang sudah lama terjadi antar 
masyarakat di perbatasan Indonesia dan Malaysia. 
Perilaku interaksi masyarakat perbatasan di kedua negara tersebut 
dipicu oleh adanya kesamaan adat-istiadat, etnis dan juga bahasa yang 
mereka miliki. Kesamaan-kesamaan itu yang kemudian memunculkan 
terciptanya hubungan sosial dan ekonomi secara tradisional di antara 
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mereka. Faktor kesamaan-kesamaan tersebut tentu saja dapat menjadi 
modal dasar untuk melakukan interaksi yang saling menguntungkan.54 
 Visi dari kerjasama Sosek Malindo ini adalah:”Meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat kedua daerah melalui kerjasama Sosek 
Malindo menuju 2020.” Agar visi dapat berjalan dengan baik maka misi 
yang dilaksanakan adalah: pertama, menciptakan kondisi sosial ekonomi 
dan budaya yang kondusif bagi kesejahteraan masyarakat masing-masing 
daerah; kedua, meningkatkan kerjasama ekonomi yang berkeadilan dan 
saling menguntungkan serta berorientasi kelestarian lingkungan; ketiga, 
meningkatkan kerjasama sosial budaya lewat peningkatan kualitas dan 
pemberdayaan SDM di kedua daerah perbatasan.55 
Kerjasama perbatasan antara dua negara Republik Indonesia-
Malaysia pada awalnya dimulai dengan bidang keamanan pada tahun 
1967. Persetujuan mengenai Pengaturan Dalam Bidang Keamanan 
Daerah-Daerah Perbatasan direvisi untuk pertama kali pada tahun 1972 
dan direvisi untuk yang kedua kalinya pada tahun 1984. Dalam revisi yang 
kedua ini kerjasama perbatasan antara Republik Indonesia-Malaysia 
mengalami perluasan cakupan kerjasama hingga mencakup berbagai 
jenis bidang yaitu ideologi, politik, sosial, budaya dan ekonomi. 
Menindaklanjuti kesepakatan-kesepakatan tersebut, maka tahun 1985 
dibentuklah forum kerjasama sosial ekonomi daerah (Sosekda) Provinsi 
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Kalimantan Barat-Negeri Serawak, dan Sosekda Provinsi Kalimantan 
Timur-Negeri Sabah dimulai pada tahun 1995. 
 Forum kerjasama Sosek Malindo ini mengadakan program 
pertemuan setahun sekali dengan tempat yang saling bergantian antara 
Indonesia dan Malaysia. Dalam strukturnya, Sosek Malindo diketuai oleh 
General Border Committee (GBC) di masing-masing negara dan untuk 
Indonesia Ketua GBC dipimpin oleh Panglima TNI. Di bawah struktur GBC 
tersebut, dibentuk pula sebuah kelompok kerja (KK) Sosek Malindo di 
tingkat daerah provinsi/peringkat negeri yang dimaksudkan untuk; 
- Menentukan proyek-proyek pembangunan sosial ekonomi yang 
digunakan bersama. 
- Merumuskan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan 
pembangunan sosial ekonomi di wilayah perbatasan. 
- Melaksanakan pertukaran informasi mengenai proyek-proyek 
pembangunan sosial ekonomi di wilayah perbatasan bersama. 
- Meyampaikan laporan kepada KK Sosek Malindo tingkat pusat 
mengenai pelaksanaan kerjasama pembangunan sosial ekonomi di 
wilayah perbatasan. 
 Selain dikoordinasikan oleh Panglima TNI selaku ketua GBC 
Indonesia, KK Sosek Malindo juga melibakan Menteri Luar Negeri masing-
masing negara 
selaku ketua Joint Committee Meeting (JCM) dan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia untuk membicarakan kerjasama bilateral dan 
pengembangan wilayah perbatasan Kalimantan antara pemerintah 
Malaysia dan pemerintah RI. 
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 Pada Kelompok Kerja Tingkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 
dan Negeri Sabah telah disepakati tujuh kertas kerja, antara lain: Kertas 
Kerja Pos Lintas Batas Laut (PLBL), Kertas Kerja Pos Lintas Batas Darat 
(PLBD), Kertas Kerja Pencegahan dan Penanggulangan Kegiatan 
Penyelundupan, Kertas Kerja Hubungan Sosial, Kertas Kerja Bidang 
Pendidikan, Kertas Kerja Bidang Kesehatan, Kertas Kerja Bidang 
Ekonomi dan Perdagangan. 
 Seiring berjalannya waktu, pada rapat teknis ke-19 tanggal 10-12 
Juni 2014 di Jakarta, kertas kerja dikerucutkan menjadi tiga kertas kerja, 
antara lain: Kertas Kerja I mengenai Bidang Sosial Budaya, Kertas Kerja II 
mengenai Bidang Ekonomi, Perdagangan dan Perhubungan dan Kertas 
Kerja III mengenai Bidang Keselamatan Keamanan dan Pengurusan 
Sempadan Perbatasan. 
3. Sosek Malindo dalam Bidang Ekonomi dan Perdagangan 
Kerjasama dalam bidang ekonomi dan perdagangan adalah bidang 
kerjasama yang paling krusial tanpa menyampingkan kerjasama yang lain 
karena berhubungan satu dengan yang lainnya. Cakupan kerjasama 
dalam bidang ini meliputi sektor perdagangan kebutuhan pokok, barang 
kerajinan dan investasi. 
Bentuk kerjasama dalam bidang ini antara lain : mengadakan 
pertemuan rutin yang biasanya dilakukan dua kali dalam setahun secara 
bergantian, melakukan kunjungan satu sama lain salah satunya 
mengadakan pameran-pameran secara bergantian tergantung 
kesepakatan dari masing-masing pihak dan memperjelas aturan 
perdagangan lintas batas. 
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Dalam bidang ini juga dibicarakan tentang perlunya pembahasan 
mengenai pengawasan perdagangan lintas batas baik dari Provinsi 
Kalimantan Timur ataupun sebaliknya. Tujuan utama dari kerjasama 
ekonomi perdagangan ini adalah untuk membangun dan memajukan 
perekonomian masyarakat masing-masing daerah secara umum dan 
masyarakat perbatasan secara khusus. 
 
E. Transaksi Bisnis Internasional (Impor) 
1. Pengertian Impor 
Di dalam Black‟s Law Dictionary dikatakan “import, n. 1. A product 
brought into a country from a foreign country where it originated <imports 
declined in the third quarter>”56. Berdasarkan definisi ini patut untuk 
disoroti terkait asal produk. Yang mana dikatakan “… where it originated”. 
Jika yang dimaksud adalah asal atau sumber produk pertama kalinya, 
maka dapat dikatakan cakupan definisi impor di atas masihlah cukup 
sempit, karena sekarang ini yang mana kegiatan impor sangatlah 
kompleks, maka suatu badan usaha, individu atau negara tidak harus 
mengimpor langsung produk yang dibutuhkan dari negara sumber atau 
asal produk itu berasal pertama kalinya. Bisa saja produk itu produksi dari 
Inggris dan dibeli atau diimpor oleh perusahaan yang ada di India, tanpa 
dilakukan pengolahan lagi produk tersebut diimpor lagi oleh perusahaan 
yang ada di Indonesia, dengan kondisi fisik produk yang sama kemudian 
dijual langsung kepada konsumen di Indonesia. 
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Menurut Amir M.S, impor didefinisikan sebagai kegiatan 
memasukkan barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan 
pemerintah ke dalam peredaran di dalam masyarakat yang dibayar 
dengan menggunakan valuta asing.57 Beda pula yang diungkapkan oleh 
Syarif Arbi, beliau mengungkapkan, aktivitas memasukkan barang, jasa, 
teknologi, ide dari luar negeri harus mematuhi ketentuan yang berlaku, 
bila tidak mematuhi ketentuan sebenarnya juga dinamakan impor, akan 
tetapi karena tidak legal, maka disebut dengan penyelundupan.58 
Menurut peraturan Menteri Perdagangan nomor 83 tahun 2012 
tentang ketentuan produk impor tertentu pasal 1 ayat 1 “Impor adalah 
kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Yang dimaksud 
dengan daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi 
wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat 
tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen. Barang yang 
diawasi impor adalah barang yang impornya hanya dapat dilakukan 
dengan persetujuan memberi pedagang atau pejabat yang ditunjuk 
setelah mendapat persetujuan atau rekomendasi dari instansi terkait. 
2. Importir 
Importir adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan 
kegiatan impor. Dalam Perdagangan Internasional, importir memikul 
tanggung jawab kontraktual atas terlaksananya dengan baik barang yang 
diimpor. Hal ini berarti importir memikul resiko atas segala sesuatu 
mengenai barang yang diimpor baik resiko kerugian, kerusakan, 
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keterlambatan dari barang yang dipesan, termasuk resiko penipuan dan 
manipulasi. Karena sebaiknya importir berhati-hati dalam menyusun 
kontrak dalam menilai indentor dan pensuplai serta dalam mengambil 
tindakan pengamanan atas resiko kerugian seperti dalam penentuan 
persyaratan asuransi, pengangkutan superyor, dalam penentuan 
persyaratan asuransi, pengangkutan superyor, dalam penentu jasa 
transportasi, angkutan, dan lain sebagainya.  
Tanggung jawab importir semacam ini tidak harus untuk barang-
barang yang diimpor sebagai mata dagangnya sendiri, tapi termasuk juga 
barang-barang yang diimpor atas dasar indent, maupun barang-barang 
atas dasar penunjukkan sebagai handling importir, kecuali dengan tegas 
didalam kontrak, sebagian tanggung jawabnya, atau memang tanggung 
jawabnya itu telah dilimpahkan kepada badan usaha lain. Pelimpahan ini 
misalnya kerusakan dan kerugian dilimpahkan pada maskapai asuransi.59 
Para Importir ini umumnya terdiri dari : 
- Pengusaha Impor  
Pengusaha impor, atau lazim disebut dengan Impor-Merchant 
adalah badan usaha yang diberi izin oleh pemerintah dalam bentuk TAPPI 
(Tanda Pengenal Pengakuan Importir) untuk mengimpor barang yang 
khusus disebut dalam izin tersebut, dan tidak berlaku untuk barang lain 
diluar yang disebut dalam TAPPI tersebut. 
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- Approved Importer (Approved Traders)  
Approved Importer atau lebih dikenal dengan istilah Approved 
Trader, sesungguhnya hanyalah pengusaha impor biasa yang secara 
khusus diistimewakan oleh pemerintah dan Departemen Perdagangan 
untuk mengimpor komoditi tertentu untuk tujuan tertentu pula yang 
dipandang perlu oleh pemerintah. Approved importer ini misalnya importir 
cengkeh, importir bahan baku plastik, importir gandum dan lain-lain.  
- Importir Terbatas  
Untuk memudahkan perusahan-perusahaan yang didirikan dalam 
rangka UU-PMA/PMDN maka pemerintah telah memberikan izin khusus 
pada perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal 
Dalam Negeri (PMDN) untuk mengimpor mesin-mesin dan bahan baku 
yang diperlukannya sendiri (bukan untuk diperdagangkan) izin ini 
diberikan dalam bentuk APIT (Angka Pengenal Importir Terbatas) yang 
dikeluarkan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) atas nama 
Menteri Perdagangan.  
- Importir Umum  
Perusahaan impor yang khusus mengimpor aneka mata dagang 
dapat memperoleh kedudukan sebagai importir umum atau lazim disebut 
General Importer. Perusahaan yang biasanya memperoleh status sebagai 
importir umum ini kebanyakan hanyalah persero niaga atau perusahaan 
dagang negara yang lazim juga disebut sebagai Trading House atau 
Wisma Dagang yang mengimpor barang-barang mulai dari barang 
kelontong sampai instalasi lengkap suatu pabrik. 
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- Agent Importers 
Perusahaan asing yang berminat memasarkan hasil produksinya di 
Indonesia seringkali mengangkat perusahaan setempat sebagai kantor 
perwakilan atau menunjuk suatu agen tunggal yang akan mengimpor hasil 
produknya ke Indonesia. Alat-alat besar dan kendaraan bermotor serta 
barang elektrik, elektronik dan komputer umumnya mempunyai Sole Agent 
Importers yang bertugas mengimpor mesin dan suku cadangnya dari 
negara asalnya.60 
Syarat menjadi importir harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan 
oleh pemerintah yang berlaku yaitu perusahaan tersebut harus memiliki 
Angka Pengenal Impor sesuai dengan surat keputusan Menteri 
Perdagangan No.31/M-DAG/PER/7/2007 tanggal 20 Juli 2007. 
3. Angka Pengenal Importir (API) 
Dasar hukum Angka Pengenal Importir mengacu pada surat 
keputusan Menteri Perdagangan No.31/M-DAG/PER/7/2007 tanggal 20 
Juli 2007 
 Angka Pengenal Importir dikelompokkan dalam: 
- API Umum (API-U) 
Diberikan kepada perusahaan dagang untuk dapat mengimpor 
barang, tujuannya untuk diperdagangkan dan jenis barang yang 
dapat diimpor adalah barang yang tidak diatur tata niaganya. 
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- API Produsen (API-P) 
 Diberikan kepada perusahaan industri yang mengimpor barang 
modal dan bahan baku atau penolong untuk keperluan proses 
produksi sendiri atau barang lainnya sepanjang digunakan untuk 
keperluan perusahaan industri yang bersangkutan. 
- API Terbatas (API-T) 
Diberikan kepada perusahaan industri penanaman modal/PMA-
PMDN untuk mengimpor barang keperluan proses produksi sendiri 
yang mendapatkan fasilitas dari BKPM. 
- API Kontraktor (API-K) 
Diberikan kepada perusahaan untuk mengimpor barang keperluan 
yang dimiliki oleh setiap kontraktor kontrak kerjasama yang 
melakukan impor. 
4. Landasan Hukum Dalam Kegiatan Impor Makanan 
Landasan hukum dalam pengaturan impor makanan diatur dalam 
Peraturan Menteri Perdagangan nomor 36 tahun 2014 tentang ketentuan 
impor produk tertentu. 
5. Ketentuan Impor Produk Tertentu 
Berdasarkan peraturan Menteri perdagangan nomor 36/M-
DAG/PER/7/2014 tentang ketentuan impor produk tertentu yang di 
dalamnya meliputi: 
1. Impor produk tertentu hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang 
telah mendapatkan penetapan sebagai importir terdaftar produk 
tertentu dari Menteri. 
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2. Setiap impor produk tertentu oleh importir terdaftar hanya dapat 
dilakukan melalui pelabuhan tujuan: 
a. Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, 
Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, 
Soekarno Hatta di Makassar,Cikarang Dry Port di Bekasi, 
Dumai di Dumai, Jayapura di Jayapura, Tarakan di Tarakan, 
Krueng Geukuh di Aceh Utara dan Bitung di Bitung; dan/atau 
b. Bandar udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di 
Tangerang, Achmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya 
dan Hasanuddin di Makassar. 
 
F. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UMKM Provinsi 
Kalimantan Timur 
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi 
Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan 
dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM. Dinas 
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi 
Kalimantan Timur yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam 
melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi 
Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 
pemerintahan daerah dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan 
UMKM berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk 
menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana disebut diatas 
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Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi 
Kalimantan Timur mempunyai fungsi: 
1. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan, 
Koperasi dan UMKM sesuai dengan rencana strategis yang telah 
ditetapkan Pemerintah Daerah. 
2. Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis 
dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM. 
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan 
teknis industri. 
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan 
teknis perdagangan dalam negeri. 
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan 
teknis perdagangan luar negeri. 
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan 
teknis koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. 
7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan 
8. Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Dinas 
9. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional 
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 
bidang tugasnya. 
Visi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM 
Provinsi Kalimantan Timur adalah terwujudnya Kalimantan Timur sebagai 
wilayah perdagangan yang kompetitif di kawasan Asia Pasifik didukung 
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industri berbasis sumber daya lokal dan peran signifikan UMKM dan 
Koperasi. 
Misi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM 
Provinsi Kalimantan Timur adalah: 
1. Memberdayakan UMKM dan Koperasi berbasis ekonomi 
kerakyatan. 
2. Mengembangkan industri bertumpu pada potensi daerah yang 
berkelanjutan dan ramah lingkungan. 
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, aparatur serta dunia 
usaha dan koperasi. 
4. Mengembangkan sistem perdagangan yang efisien, bebas distorsi 
dan prokompetisi pasar. 
5. Pengembangan potensi ekonomi Kalimantan Timur. 
 
G. Dinas Perindustrian & Perdagangan Kota Samarinda 
 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Samarinda merupakan 
unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas pokok 
membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dibidang 
perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas 
pembantuan. Untuk melaksanakan tugasnya Dinas Perindustrian & 
Perdagangan Kota Samarinda mempunyai fungsi: 
1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan program operasional 
perindustrian dan perdagangan dalam upaya pembinaan, 
pengembangan, koordinasi, monitoring, evaluasi penyelenggaraan 
53 
kegiatan urusan perindustrian dan perdagangan sesuai norma, 
standar dan prosedur yang berlaku dan searah kebijakan umum 
daerah. 
2. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan 
pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan dan 
pelayanan umum pemberian rekomendasi dan atau advis teknis 
untuk perijinan usaha industri dan perdagangan, tanda daftar 
perusahaan, fasilitasi usaha dan perlindungan kepastian berusaha 
dan konsumen, perencanaan dan program promosi produksi 
industri dan perdagangan, pelaksanaan penelitian dan 
pengembangan penerapan teknologi dan metrologi legal, fasilitasi 
dan pengawasan penerapan standarisasi ukuran dan laboratorium 
serta kerjasama metrologi legal, SDM dan aparatur Pembina 
industri dan perdagangan, akses permodalan, kemitraan dan 
kerjasama pembangunan industri dan perdagangan baik dengan 
unsur dinas maupun dengan instansi terkait. 
3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pembinaan asosiasi 
industri/dewan dan UPT tingkat kota, pemberdayaan motivator dan 
indikator perlindungan konsumen dan operasional BPSK dan 
pengembangan LPKSM, perumusan kebijakan bidang ekspor dan 
impor, pengujian mutu barang dan penerbitan surat keterangan 
asal, pelayanan UTTP serta pembinaan dan pencegahan 
perencanaan lingkungan hidup di bidang industri. 
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4. Pelaksanaan penyusunan tata ruang dalam pengembangan pada 
pusat-pusat industri yang terintegrasi dan koordinasi penyediaan 
sarana dan prasarana, pengumpulan, analisa dan deseminasi data 
informasi bidang industri dan perdagangan serta pelaksanaan 
pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang 
perindustrian dan perdagangan sesuai norma, standar dan 
prosedur yang berlaku searah kebijakan umum daerah dan 
pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan dan atau 
diperintahkan oleh Kepala Daerah sesuai ruang lingkup tupoksi dan 















A. Lokasi Penelitian 
Sesuai dengan judul skripsi penulis “legalitas perdagangan produk 
makanan Malaysia dalam perspektif hukum internasional (studi kasus 
wilayah Kota Samarinda)”, maka penulis memilih 3 lokasi dilakukannya 
penelitian,yaitu: 
1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
2. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Provinsi 
Kalimantan Timur 
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Samarinda 
 
B. Jenis Dan Sumber data 
Jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini 
diperoleh dari dua cara yaitu, Data primer yang merupakan data utama di 
mana penulis akan melakukan observasi dan wawancara pada pihak yang 
terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder yaitu 
dimana penulis mencari data dari buku-buku, jurnal-jurnal, situs internet 
dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui 
studi kepustakaan (library research), yang ditujukan untuk; Pertama, 
memperoleh bahan-bahan dan informasi-informasi sekunder yang 
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diperlukan dan relevan dengan penelitian, yang bersumber dari buku-
buku, media pemberitaan, jurnal, serta sumber-sumber informasi lainnya 
seperti data yang terdokumentasikan melalui situs-situs internet yang 
relevan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara 
(field research) yang dilakukan langsung dengan pihak-pihak yang 
dianggap berkompeten dalam penyusunan skripsi ini. Data ini kemudian 
digunakan sebagai data pendukung dalam mengetahui legalitas produk 
makanan Malaysia di Kota Samarinda. 
 
D. Analisis Data 
 Data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun dari 
penelitian kepustakaan kemudian dianalisa dengan menggunakan metode 
Analisis deskriptif kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan dan saran. 
Selanjutnya data tersebut ditulis secara deskriptif untuk memberikan 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Aturan Hukum Perdagangan Produk makanan Malaysia di Kota 
Samarinda 
1. Legalitas Perdagangan Produk Makanan Malaysia Kota 
Samarinda 
 Legalitas suatu produk makanan Malaysia di kota Samarinda 
secara khususnya dan di Kalimantan Timur secara umumnya ditandai 
dengan adanya izin usaha dari perusahaan atau badan usaha dalam 
melakukan kegiatan usaha perdagangan yang telah terdaftar di Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Kota Samarinda. Namun kenyataannya, 
banyak pelaku usaha yang mengimpor bahkan sampai 
memperdagangkan produk Malaysia tersebut tanpa adanya penanganan 
yang tegas dari pemerintah daerah sendiri untuk menanggulangi dan 
menangani legalitas terhadap produk makanan Malaysia yang terjadi di 
Kota Samarinda. 
 Terdapat 2 jenis produk makanan Malaysia yang beredar di kota 
Samarinda. Pertama, makanan tersebut memiliki izin edar di kemasannya 
artinya produk makanan tersebut melalui pelabuhan yang ditentukan atau 
direkomendasikan dalam Permendag Nomor 36 Tahun 2014, dan kedua, 
produk makanan tersebut tidak memiliki izin edar di kemasannya dan tidak 
terdata oleh pihak bea cukai. Produk makanan ini tidak melalui pelabuhan 
yang ditentukan melainkan melalui sungai-sungai kecil di Nunukan yang 
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berbatasan langsung dengan daerah Malaysia yaitu Sabah. Sehingga hal 
seperti ini menjadikan produk makanan Malaysia yang berasal dari 
Nunukan tersebut dianggap legal karena sudah termasuk perdagangan 
dalam negeri.61 
 Beberapa hal yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang 
memperdagangkan produk makanan Malaysia hanya melakukan 
pendaftaran dalam bentuk Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) saja, 
tanpa melakukan perijinan secara khusus mengenai kegiatan impor 
produk makanan Malaysia yang legalitasnya belum dapat 
dipertanggungjawabkan. 
 Legalitas suatu perdagangan yang dilakukan oleh pelaku usaha di 
Kota Samarinda harus memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang 
mutlak dimiliki oleh badan usaha atau usaha perseorangan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 
apabila tidak ada dalam pengurusan tempat usaha, sanksi pada umumnya 
adalah ditutupnya kegiatan usaha atau tidak bisa mendapatkan izin lain 
yang dibutuhkan untuk meningkatkan operasionalnya dalam usaha 
perdagangan. Persyaratan dalam administratif dalam pembuatan Surat 
Izin Tempat Usaha (SITU) antara lain:62 
a. Salinan akta pendirian badan usaha yang sudah dilegalisir oleh 
Pengadilan Negeri; 
b. Salinan para pengurus atau pendiri badan usaha; 
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Dinas Perindustrian & Perdagangan kota Samarinda 
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c. Salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang ditempati untuk 
berusaha; 
d. Surat keterangan sewa/kontrak rumah atau bangunan jika 
bangunan bukan milik sendiri atau sewa dari pihak lain; 
e. Salinan bukti kepemilikan tanah dan bangunan yang akan 
digunakan sebagai tempat usaha; 
f. Denah atau peta tempat usaha yang disahkan atau diketahui 
pejabat kelurahan atau camat. 
Prosedur perizinan dalam pembuatan Surat Izin Tempat Usaha (SITU): 
a. Mengajukan permohonan izin tempat usaha kepada Camat 
Walikota dengan melampirkan semua persyaratan administratif 
yang diperlukan; 
b. Selanjutnya petugas dari pemerintah akan memeriksa tempat 
usaha kita untuk mencocokkan semua data dengan kondisi yang 
ada di lapangan; 
c. Apabila persyaratan semua sudah selesai, selanjutnya pemohon 
membayar retribusi kepada pemerintah yang dalam waktu sekitar 
14 hari kerja, Surat Izin Tempat Usaha (SITU) akan diterbitkan. 
Selain diwajibkannya Surat Izin Tempat Usaha (SITU), pemerintah 
daerah mewajibkan pula perusahaan, baik yang berbadan hukum resmi 
maupun perorangan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan, untuk 
membuat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). SIUP berlaku pula untuk 
badan usaha perdagangan besar yang melampaui batas/area negara dan 
usaha perdagangan kecil. 
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Tujuan dari kepemilikan SIUP adalah agar usaha perdagangan kita 
dapat dilegalisasi oleh pemerintah, sehingga kita tidak banyak mendapat 
masalah di kemudian hari, serta memudahkan pemerintah daerah dalam 
mendata kegiatan-kegiatan apa saja dalam hal ini perdagangan dilingkup 
wilayah pemerintah. 
Persyaratan administratif dalam pembuatan Surat Izin Usaha 
Perdagangan (SIUP) antara lain: 
a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) diajukan kepada 
Gubernur, Walikota/Bupati melalui Kepala Dinas yang 
bertanggung jawab di bidang perdagangan atau Kepala 
Kantor Pelayanan Perizinan selaku Pejabat Penerbit Surat 
Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di wilayah kerjanya dengan 
mengisi formulir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) harus ditandatangani 
diatas materai cukup oleh Pemilik/Direktur 
Utama/Penanggung Jawab Perusahaan; 
c. Pihak ketiga yang mengurus untuk mendapatkan Surat Izin 
Usaha Perdagangan (SIUP), wajib melampirkan surat kuasa 
yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh 
pemilik/Direktur Utama/Penanggungjawab Perusahaan; 
d. Setelah melakukan pemeriksaan mengenai keabsahan atas 
dokumen perusahaan, Pejabat Penerbit Surat Izin Usaha 
Perdagangan (SIUP)/Pejabat yang ditunjuk melakukan 
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pemeriksaan lokasi perusahaan dan membuat berita acara 
hasil pemeriksaan lokasi perusahaan. 
Kemudian prosedur perizinan dalam pembuatan Surat Izin Usaha 
Perdagangan (SIUP): 
a. Penanggung jawab perusahaan atau pemilik (dapat diwakilkan 
dengan menyertakan surat kuasa yang bermaterai), mengurus ke 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 
b. Pemohon atau yang dikuasakan kemudian mengambil formulir 
yang sudah disediakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 
Formulir diisi dengan benar sesuai dengan data-data dan kondisi 
perusahaan; 
c. Setelah formulir diisi kemudian diserahkan ke Kantor Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan dengan melampirkan semua 
persyaratan yang dibutuhkan; 
d. Penyerahan formulir dan persyaratan bisa juga dilakukan dengan 
membayar biaya pelayanan yang berlaku. 
Perusahaan atau badan usaha dalam melakukan kegiatan usaha, 
apabila melanggar kewajibannya yang telah ditetapkan maka Surat Izin 
Usaha Perdagangan (SIUP) suatu perusahaan dapat dibekukan dan 
dilakukan pencabutan. Pembekuan dapat dilakukan apabila telah 
mendapat peringatan tertulis sebanyak tiga kali dari pejabat yang 
berwenang menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) karena 
melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 
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a. Tidak melaporkan tentang penghentian kegiatan 
usahanya/penutupan perusahaannya, termasuk kantor 
cabang/perwakilan perusahaan; 
b. Tidak melaporkan pembukaan kantor cabang/perwakilan 
perusahaan; 
c. Tidak memberikan data/informasi tentang kegiatan usahanya 
dengan ketentuan yang berlaku; 
d. Tidak memenuhi pajak kepada pemerintah daerah setempat 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang didasarkan atas 
permintaan tertulis dari Kantor Inspeksi Pajak 
Pencabutan dapat dilakukan apabila perusahaan yang memiliki 
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tersebut tidak memenuhi 
syarat untuk melakukan kegiatan bisnis sebagai berikut: 
a. Dalam melaksanakan kegiatan bisnis, perusahaan tersebut 
tidak memenuhi syarat lagi untuk memperoleh Surat Izin 
Usaha Perdagangan (SIUP); 
b. Perusahaan menyalahgunakan Surat Izin Usaha 
Perdagangan (SIUP) yang menyimpang dari bidang usaha 
dan kegiatan bisnis yang tercantum dalam Surat Izin Usaha 
Perdagangan (SIUP); 
c. Perusahaan melanggar larangan di bidang perdagangan 
atau bisnis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Dalam rangka meningkatkan peran, kemampuan serta kepastian 
berusaha perusahaan atau badan usaha yang bergerak di bidang 
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perdagangan impor, maka impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan 
yang telah memiliki Angka Pengenal Impor (API) dengan tujuan untuk 
mempermudah pendataan, monitoring dan pengawasan perusahaan atau 
badan usaha yang bergerak di bidang impor. Sesuai dengan Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Angka 
Pengenal Impor (API), yang di dalamnya meliputi: 
a. Impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah 
memiliki Angka Pengenal Impor (API); 
b. Barang impor harus dalam keadaan baru; 
c. Pengecualian: 
1) Barang pindahan, barang impor sementara, barang 
kiriman, barang contoh tidak diperdagangkan, hadiah, 
barang perwakilan negara asing dan barang untuk 
badan internasional/pejabatnya bertugas di Indonesia; 
2) Kapal Pesiar dan kapal ikan, atau ditetapkan lain oleh 
Menteri Perdagangan; 
3) Barang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri 
Perdagangan. 
Prosedur Memperoleh API antara lain: 
1. Untuk memperoleh Angka Pengenal Importir API-U maupun 
API-P perusahaan wajib mengajukan permohonan kepada 
Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan, Kepala Dinas 
Kabupaten/Kota di tempat kantor pusat perusahaan 
berdomisili; 
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2. Untuk memastikan kebenaran dokumen yang diajukan oleh 
pemohon atas dasar tembusan permohonan API yang 
diterima oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dilakukan 
pemeriksaan ke lapangan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari 
kerja sejak tembusan permohonan API diterima; 
3. Dalam hal sebagaimana dimaksud poin diatas tidak dapat 
diselesaikan pada waktunya, Dinas Provinsi dapat 
melakukan pemeriksaan dilapangan yang diselesaikan 
paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan 
diterima; 
4. Hasil pemeriksaan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan 
(BAP) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Pegawai 
Dinas yang melakukan pemeriksaan ke lapangan; 
5. BAP tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja telah 
disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi, untuk 
diterbitkan API-U maupun API-P selambat-lambatnya dalam 
jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak BAP diterima. 
Persyaratan untuk dapat memiliki API, wajib mengajukan 
permohonan dengan mengisi formulir isian kepada Kepala Dinas Provinsi 
dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota di tempat Kantor 
Pusat Perusahaan berdomisili dengan melampirkan: 
1. Fotokopi Akte Notaris Pendirian Perusahaan dan 
perubahannya; 
2. Nama dan Susunan Pengurus/Direksi perusahaan (asli); 
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3. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda 
Daftar Perusahaan (TDP); 
4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan 
sesuai dengan domisilinya dan NPWP Pengurus/Direksi 
Perusahaan; 
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Kantor Pusat yang 
masih berlaku dari Kantor Kelurahan yng diketahui oleh 
Kecamatan apabila milik sendiri atau dari pemilik gedung 
apabila sewa/kontrak; 
6. Fotokopi Perjanjian sewa/kontrak tempat usaha; 
7. Referensi Bank Devisa (asli); 
8. Melampirkan surat Ijin usaha industri dari instansi teknis 
terkait untuk permohonan API. 
Sebagaimana telah disebutkan diatas, peraturan yang dipakai oleh 
pemerintah daerah hanya mengacu pada Permendag Nomor 36 Tahun 
2014. Belum adanya peraturan daerah terhadap impor mengakibatkan 
maraknya peredaran barang karena aturan permendag yang belum tepat 
dilakukan terhadap daerah ini. Hal seperti ini menyebabkan impor produk-
produk seperti makanan dan minuman ini bersifat ilegal karena harus 
melalui prosedur yang berbelit-belit dan biaya yang mahal. 
Salah satu contoh yang dapat dikatakan tidak tepatnya Permendag 
Nomor 36 Tahun 2014 ini ialah, para pedagang diwajibkan mengimpor 
dengan beberapa kontainer, sedangkan jelas bahwa tidak semua 
pedagang adalah pedagang besar. Sehingga para pedagang kecil tetap 
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memanfaatkan barang tentengan dan juga melalui sungai-sungai kecil 
yang tidak dapat di data oleh pihak pemerintah daerah setempat. 
Seharusnya Permendag ini harus dikaji ulang dan dievaluasi setiap 
tahunnya, agar bermanfaat terhadap daerah-daerah yang biasa 
pedagangnya melakukan perdagangan-perdagangan kecil.63 
Merujuk pada Pasal 6 ayat (1) yang hanya menetapkan beberapa 
pelabuhan, termasuk pelabuhan Tarakan untuk impor produk tertentu, 
dimana pada ayat (2) jelas yang dimaksud sebagai produk tertentu adalah 
makanan dan minuman. Hal ini mengindikasikan barang-barang yang 
tidak melalui Tarakan adalah barang-barang yang ilegal. Permasalahan 
inilah yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat agar mencari 
solusi terbaik. Berbagai permasalahan sebenarnya banyak dialami, akan 
tetapi karena pedagang kecil sehingga hanya dilakukan pembinaan. 
Kurang tepatnya permendag terhadap pedagang-pedagang kecil, 
mengakibatkan pedagang-pedagang ini mencari jalan lain agar 
memudahkan mereka dalam mendapatkan produk-produk dari Malaysia, 
salah satunya mempergunakan fasilitas Border Trade Agreement (BTA) 
bahkan masih ada yang menggunakan konsep perdagangan lintas batas 
tradisional. Dalam BTA diatur bahwa nilai barang yang ditetapkan adalah 
senilai RM 600 dan bebas bea masuk. Sehingga adanya penyalahgunaan 
terhadap aturan ini yang seharusnya dikhususkan untuk penduduk di 
daerah perbatasan dan tidak keluar dari daerah perbatasan. 
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Penyalahgunaan fasilitas BTA ini biasa dilakukan oleh para pelintas 
batas atau penduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah perbatasan 
negara serta memiliki Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) yang melakukan 
perjalanan lintas batas di daerah perbatasan dan melalui Pos Pemeriksa 
Lintas Batas (PPLB). Mereka membeli barang-barang dari Malaysia dan 
membawanya ke perbatasan kemudian mereka menjual kepada penjual-
penjual bahkan kerabat mereka di daerah sekitar perbatasan seperti 
Samarinda dan Balikpapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih 
besar.64 
Dari sisi pengawasan terhadap para pelanggar ini biasanya 
dilakukan kegiatan patroli bersama antara Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Timur dengan Kastam Diraja 
Malaysia yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam 
menanggulangi penyelundupan. Akan tetapi hal ini sering dibatalkan 
secara sepihak oleh Malaysia. Padahal manfaat yang didapatkan dalam 
patroli bersama untuk menekan maraknya barang-barang yang 
seharusnya hanya untuk daerah perbatasan dan tidak menyebarluas ke 
daerah-daerah di Kalimantan Timur.65 
Wacana yang semakin berkembang bahwa akan adanya perluasan 
pengaturan yaitu memodifikasi aturan dalam BTA dengan perdagangan 
lintas batas tradisional. Pihak-pihak yang berkompeten memandang perlu 
untuk dilakukan kajian terhadap kemungkinan penerapan perdagangan 
bebas lintas batas. Hal yang terutama tentu meningkatkan nilai barang 
lebih tinggi dari RM 600. 
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Tentu hal ini sangat bermanfaat untuk penduduk di perbatasan 
karena dapat membawa barang lebih banyak lagi dari Malaysia. Akan 
tetapi bisa saja hal ini kemudian disalahgunakan oleh oknum pelintas 
batas untuk menjualnya ke daerah di wilayah Kalimantan Timur yang tidak 
ada kaitannya dengan peraturan dalam BTA. Sehingga perlu adanya 
peningkatan pengawasan bukan hanya dari pihak pemerintah Kota 
Samarinda akan tetapi juga pengawasan dari pihak perbatasan agar 
barang-barang yang dikonsumsi di perbatasan tidak keluar dari daerah 
perbatasan. 
2. Upaya Pemerintah Kota Samarinda Dalam Melakukan 
Pengawasan Perdagangan Makanan Produk Malaysia 
Upaya pengawasan merupakan salah satu cara yang dilakukan 
pemerintah agar dapat mengontrol proses perdagangan di lingkup 
daerahnya. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda 
dalam melakukan pengawasan perdagangan makanan produk Malaysia di 
Samarinda saat ini adalah dengan membentuk tim pengawas yang 
dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengawasi makanan dan 
minuman yang beredar di Samarinda. Tim pengawas ini terdiri dari Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Kota Samarinda, Balai Pengawasan Obat 
Makanan (BPOM) dan lembaga perlindungan konsumen. Hal-hal yang 
dilakukan adalah mengawasi langsung di lapangan yang dilakukan dalam 
waktu 3 (tiga) bulan sekali.66 
Upaya-upaya yang dilakukan sepertinya hanya dalam bentuk 
tertulis saja. Fakta di lapangan masih banyak produk-produk makanan 
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Malaysia di kota Samarinda. Seharusnya jelas pemerintah daerah harus 
melakukan suatu proteksi yang menghambat maraknya perdagangan 
produk makanan Malaysia. Hal ini harus dilakukan untuk memberikan 
perlindungan terhadap hasil produksi lokal daerah. 
Secara umum daerah bahkan negara mengalami defisit akibat 
banyaknya produk-produk impor yang menerpa pasar domestik. Keadilan 
serta perlindungan terhadap industri dalam negeri merupakan salah satu 
cara yang dapat ditempuh. Betapa besarnya potensi kerugian negara jika 
pemerintah tidak melindungi produk-produk domestik. 
Pemerintah seperti setengah hati melindungi produk buatan dalam 
negeri di tengah derasnya serbuan barang impor dari negara lain. 
Sehingga tidak heran jika daya saing industri dalam negeri kalah dengan 
barang impor, selain harga lebih murah juga mendapat dukungan kuat 
subsidi dari negara asal produk impor. Berbeda dengan kebijakan 
pemerintah Indonesia yang dinilai lemah dalam memproteksi produk lokal 

















Sumber : Data Balai Besar Pengawasan Obat & Makanan Kota Samarinda 
Dapat dilihat pada tabel yang diambil oleh penulis, sebagian besar 
temuan yang didapatkan oleh pihak pemerintah yang bekerjasama 
dengan BPOM dalam melaksanakan sidak pada Tahun 2013 adalah 
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produk makanan dan minuman produk Malaysia.67 Dapat dilihat dalam 
uraian temuan tidak dicantumkannya berapa banyak pangan yang 
bermasalah yang dapat diartikan tidak adanya keseriusan pada pihak 
pemerintah untuk menanggulangi masuknya makanan yang bermasalah 
tersebut. 
Berbeda halnya dengan negara-negara lain seperti India, Cina dan 
Jepang, negara-negara tersebut memberikan proteksi terhadap produk 
lokal dengan berbagai macam cara. Seperti halnya Cina memberikan 
subsidi kepada industri lokalnya dan India yang menerapkan bea masuk 
yang tinggi. Jika terus seperti ini, Indonesia hanya dijadikan sebagai pasar 
saja. 
Proteksi berarti perlindungan yang diberikan kepada suatu sektor 
ekonomi atau industri didalam negeri terhadap persaingan dari luar negeri. 
Proteksi diberikan karena tanpa itu sektor ekonomi tersebut tidak bisa 
bersaing dengan barang-barang buatan luar negeri, karena apabila 
barang impor harganya lebih murah atau kualitasnya lebih baik atau 
penampilannya menarik dan banyak sebab lain. 
Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memproteksi 
terhadap produk makanan Malaysia di Samarinda adalah dengan: 
- Membuat suatu peraturan dan tindakan yang tegas dari 
pemerintah daerah dalam hal ini yang menangani langsung 
masalah terhadap produk impor yang masuk ke kota 
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Samarinda agar dapat dengan mudah diatasi maraknya 
produk-produk dari malaysia 
-  Menjaga stabilitas perdagangan yang artinya dalam hal ini 
yang dituju adalah ekspor lebih besar dari impor 
- Memberikan subsidi kepada pengusaha lokal agar dapat 
menjual barang nya dengan murah di dalam negeri atau 
bantuan dan kemudahan-kemudahan bagi pengusaha-
pengusaha lokal dalam mengembangkan produknya. 
- Melakukan pembatasan terhadap volume barang tertentu 
dalam jangka waktu tertentu pula, dengan tujuan untuk 
melindungi produsen dalam negeri agar dapat menguasai 
pasar dalam negeri. 
Adapun lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Samarinda, yang terdapat dalam 
Peraturan Menteri Perdagangan No.20/M-DAG/PER/5/2009 tentang 
Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa. Dikatakan 
bahwa barang-barang yang dalam pengawasan adalah semua barang 
berupa apapun, baik barang asal impor atau produksi dalam negeri yang 
dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden ditetapkan sebagai barang-
barang dalam pengawasan. 
Dalam hal pengawasan terhadap produk makanan yang beredar di 
wilayah Kota Samarinda khususnya produk makanan Malaysia adalah 
dengan melakukan pengawasan secara berkala dan pengawasan secara 
khusus. Pengawasan secara berkala diantaranya:68 
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a. Pengawasan berkala terhadap barang yang beredar di pasar 
dalam memenuhi standar mutu dilakukan dengan cara 
pengambilan sampel barang melalui pembelian di pasar secara 
acak. 
b. Sampel yang dimaksud jika memerlukan uji laboratorium dapat 
diuji oleh Laboratorium uji terakreditasi. Apabila bisa melalui 
kasat mata, dapat dilakukan melalui pengamatan terhadap label 
yang tercantum pada kemasan dan/atau barang sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
c. Hasil pengamatan melalui uji laboratorium dan/atau melalui 
kasat mata disampaikan kepada Kepala Unit Kerja untuk 
dilakukan evaluasi. 
d. Dari hasil evaluasi yang apabila telah memenuhi persyaratan 
Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku atau standar lain 
yang dipersyaratkan oleh pemerintah, maka Kepala Unit Kerja 
dapat mempublikasikan kepada masyarakat. Jika tidak sesuai 
dengan persyaratan disampaikan teguran tertulis kepada pelaku 
usaha bahkan diproses sesuai ketentuan yang berlaku atau 
menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) apabila diduga terjadi 
tindak pidana di bidang perlindungan konsumen yang didukung 
dengan bukti permulaan yang cukup untuk dilakukan 
penindakan. 
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Disamping upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, masyarakat 
sebagai konsumen yang diperhadapkan berbagai pilihan haruslah 
memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Salah satunya adalah cinta 
terhadap produk dalam negeri dan menggunakan semaksimal mungkin 
produk dalam negeri. Semaksimal mungkin upaya yang dilakukan oleh 
pemerintah, semua ada di tangan masyarakat sebagai konsumen. 
 
B. Faktor Pendukung Banyaknya Produk Makanan Malaysia di 
Wilayah Kota Samarinda 
1. Letak Geografi & Hubungan Kekerabatan Serta Budaya 
Serumpun 
Secara geografi, Kalimantan Timur berbatasan dengan negara 
Malaysia baik berupa daratan maupun lautan. Panjang wilayah 
perbatasan antara Kalimantan Timur dengan Negara bagian Sabah dan 
Negara bagian Serawak sepanjang lebih kurang 850 km yang meliputi 3 
(tiga) daerah Kabupaten yaitu: Kutai Barat, Malinau dan Nunukan. 
Kalimantan Timur dan Negeri Sabah yang berbatasan secara langsung 
tersebut,  menyebabkan aktivitas dan integrasi perdagangan ekonomi 
kedua wilayah khususnya di Kabupaten Nunukan cukup tinggi.69 
Faktor pendukung lainnya yang mempengaruhi hubungan dagang 
antar kedua bangsa yang serumpun adalah karena hubungan 
kekerabatan yang sangat kuat terutama pada suku dayak dan suku bugis 
yang telah menjadi warga negara Malaysia sejak lama. 
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Interaksi masyarakat Kaltim dengan Sabah dipicu oleh adanya 
kesamaan adat istiadat, bahasa, etnis yang mereka miliki. Kesamaan 
sosio-kultural itu kemudian memunculkan terciptanya hubungan sosial 
ekonomi secara tradisional antar kedua bangsa. 
Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi dan menghargai 
kekerabatan serta budaya, setiap kali warga Malaysia yang berasal dari 
suku dayak dan bugis setiap kali berkunjung ke wilayah Kalimantan Timur, 
sebagai tradisi tidak lupa membawa oleh-oleh baik itu berupa kerajinan 
tangan sampai makanan dan minuman yang berasal dari Malaysia. 
Kebiasaan ini lambat laun dilihat oleh masyarakat daerah yang ada 
di perbatasan khususnya yang memiliki naluri berdagang yang tinggi 
sebagai kesempatan  atau peluang usaha yang baik. Hal ini yang 
menyebabkan masyarakat adat masih menggunakan konsep 
perdagangan tradisional, sehingga wilayah-wilayah di sekitar perbatasan 
termasuk Kota Samarinda mengalami dampak barang-barang yang tidak 
melalui pelabuhan yang ditentukan oleh undang-undang. 
Dalam hal ini pemerintah daerah mencoba memfasilitasi dengan 
dibentuknya forum kerjasama sosek malindo Kaltim-Sabah agar dapat 
mempermudah interaksi antar kedua bangsa tersebut. Dalam forum 
kerjasama sosek malindo disebutkan bahwa telah dibangun Pos Lintas 
Batas Laut (PLBL) dan Pos Lintas Batas Darat (PLBD). Fasilitas ini 
dibangun atas dasar keinginan kedua belah pihak untuk menunjang 
aktivitas interaksi antar penduduk/masyarakat perbatasan di masing-
masing negara terutama untuk kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi dan 
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perdagangan. Untuk wilayah perbatasan PLBL dibangun di Sungai Iman 
Pasir Putih (Sabah) dan Sungai Lamijung (Nunukan) serta Pos Lintas 
Batas Pembantu di Sungai Nyamuk Sebatik. Sedangkan PLBD terletak di 
Serudong (Sabah) dan Simenggaris (Kaltim). 
Dibentuknya PLBL dan PLBD tentu memiliki alasan untuk 
memberikan pelayanan memudahkan dalam berdagang dan yang paling 
penting untuk mencegah berbagai penyelundupan. Penanggulangan 
penyelundupan dilakukan agar menciptakan zona perdagangan yang lebih 
tertib dan aman dari ancaman penyelundupan, khususnya di kawasan 
yang melalui perbatasan Kaltim-Sabah secara berkelanjutan. 
Fakta di lapangan walaupun telah dibentuk PLBL dan PLBD untuk 
mencegah tingkat penyelundupan, banyaknya barang-barang yang bisa 
dibawa melalui sungai-sungai kecil masih sering di dapatkan. Tidak 
adanya ketegasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam 
mengawasi menjadi faktor maraknya produk-produk Malaysia masuk ke 
wilayah Indonesia. 
 Dari sisi pengaturan pun menjadi penyebab maraknya peredaran 
barang-barang yang ilegal tanpa melalui daerah-daerah yang sudah 
ditentukan dalam perundang-undangan. Adanya dua peraturan yang 
memberikan pilihan seperti permendag 36/M-DAG/PER/7/2014 dan yang 
diatur dalam ketentuan BTA. 
Dalam Permendag diatur bahwa produk makanan dan minuman 
harus melalui pelabuhan yang ditentukan seperti tarakan dan juga 
menggunakan beberapa kontainer. Padahal jelas produk makanan dan 
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minuman merupakan perdagangan yang bersifat perdagangan kecil. 
Sehingga pengusaha kecil banyak kesulitan apabila menyanggupi 
ketentuan dari Permendag tersebut. 
Kebanyakan dari pengusaha kecil lebih memilih peraturan lintas 
batas membawa melalui barang tentengan yang biaya nya lebih murah 
dan terjangkau. Padahal dalam peraturan lintas batas, produk-produk 
tersebut hanya dapat dinikmati di daerah perbatasan sendiri tidak keluar 
dari daerah perbatasan. Bahkan banyak yang melalui sungai-sungai kecil 
jika ingin membawa barang-barang dalam jumlah banyak karena 
kurangnya pengawasan itu sendiri. Apabila sudah melalui Nunukan maka 
perdagangan itu bersifat legal karena telah menjadi perdagangan dalam 
negeri dan tidak terdata di pihak bea dan cukai. 
2. Kesiapan Pemerintah Kota Samarinda Menghadapi Komunitas 
Ekonomi ASEAN 2015 
Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan hal yang sangat 
penting dicapai karena setiap negara menginginkan adanya proses 
perubahan perekonomian yang lebih baik dan ini akan menjadi indikator 
keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam hal 
mempercepat pertumbuhan ekonomi ada banyak hal yang menjadi jalan 
keluar agar dapat memacu percepatan tersebut, mulai dari melakukan 
pembenahan internal kondisi  perekonomian disuatu negara bahkan 
sampai melakukan kerjasama internasional dalam segala bidang untuk 
dapat memberikan kontribusi positif demi percepatan pertumbuhan 
ekonomi. 
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Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 
yaitu faktor sumber daya manusia, faktor sumber daya alam, faktor ilmu 
pengetahuan dan teknologi, faktor  budaya dan faktor daya modal. Jika 
melihat  bagaimana Indonesia mengelola kelima faktor tersebut, beberapa 
faktor masih belum dapat dimaksimalkan untuk itu Indonesia dan sembilan 
negara lainnya membentuk ASEAN Community 2015 atau Komunitas 
ASEAN 2015 dengan tujuan yang baik. 
Indonesia akan memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, 
dimana dengan tujuan yang baik itu diharapkan mampu membawa 
perubahan untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia agar lebih baik. 
Apabila kita melihat lebih jauh dibalik tujuan untuk meningkatkan stabilitas 
perekonomian antar negara ASEAN artinya sisi lain yang dapat kita lihat 
bahwa sama saja seperti meliberalisasikan arus barang, tenaga kerja, 
investasi dan modal. Liberalisasi arus barang artinya akan terjadi 
pengurangan dan penghilangan hambatan tarif. Liberalisasi modal akan 
dilakukan dengan meniadakan aturan administrasi yang menghambat 
 penanaman modal, artinya semua orang yang masuk kawasan ASEAN 
dapat menanamkan modalnya dinegara ASEAN secara lebih mudah. 
Selain itu adanya liberalisasi tenaga kerja dimana kita bebas mencari 
lapangan pekerjaan tidak hanya di dalam negeri melainkan dikawasan 
ASEAN. 
Hal ini memberikan dampak tersendiri terhadap daerah-daerah di 
Indonesia, dalam hal ini Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur yang 
akan dibahas oleh penulis mengenai kesiapan-kesiapan dari pemerintah 
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daerah menghadapi Komunitas Ekonomi ASEAN 2015. Ini merupakan 
harapan dan peluang Samarinda namun juga sekaligus menjadi tantangan 
yang harus dapat dijawab dan disikapi dengan baik agar Indonesia pada 
umumnya dan wilayah-wilayah di Kalimantan Timur pada khususnya tidak 
tersisih atau hanya menjadi penonton dari berbagai aktifitas kerjasama 
antarnegara ASEAN.70 
Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap Komunitas Ekonomi 
ASEAN, daerah akan dihadapkan pada kenyataan bahwa tidak ada lagi 
batas-batas untuk peredaran barang dan jasa di antara negara-negara 
ASEAN. Samarinda sebagai role model dalam wilayah Kalimantan Timur 
harus menyambut positif kerjasama antar negara-negara ASEAN ini. Hal 
ini karena akan memberikan dampak yang sangat luas bagi peningkatan 
pembangunan untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. 
Diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat mempersiapkan diri sebaik 
mungkin di semua sektor. 
Dalam beberapa hal, Indonesia dinilai belum siap menghadapi 
Komunitas Ekonomi ASEAN 2015. Banyak kalangan yang merasa ragu 
dengan kesiapan Indonesia dalam menghadapi Komunitas Ekonomi 
ASEAN 2015. Dalam kekhawatiran mengenai terhantamnya sektor-sektor 
usaha dalam negeri kita, jika kita mengingat bagaimana hubungan 
bilateral Indonesia dengan Cina. Kini Cina mampu menguasai pasar 
domestik kita yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas Indonesia. 
Tentunya hal ini tidak ingin terjadi pada Indonesia apabila era Komunitas 
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Ekonomi ASEAN 2015 nanti akan membuat semakin terpuruknya usaha-
usaha dan produk lokal. Salah satunya sektor usaha khususnya kelas 
mikro, kecil dan menengah harus mati karena tidak mampu bersaing 
dengan masuknya produk dari sembilan negara lainnya. 
Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Kota Samarinda 
antara lain: 
a. Kreatifitas produk 
Samarinda perlu melakukan strategi peningkatan baik dari 
segi kualitas maupun kuantitas. Artinya memiliki nilai tambah 
bagi produk ekspornya sehingga mempunyai karakteristik 
tersendiri dengan produk-produk dari Negara-negara 
ASEAN. 
b. Daya Saing Sumber Daya Manusia 
Kemampuan bersaing SDM tenaga kerja harus ditingkatkan. 
Kemampuan lebih ditingkatkan agar bisa digunakan di dalam 
negeri bahkan dalam lingkup ASEAN, untuk mencegah 
menumpuknya tenaga kerja terampil dari luar Indonesia. 
c. Kesadaran Masyarakat 
Kesadaran masyarakat merupakan salah satu poin yang 
patut dijadikan permasalahan. Kesadaran dalam hal bangga 
terhadap produk dalam negeri bahkan produk lokal daerah 
yang masih sangat kurang. Harga diri yang tinggi jika 
memiliki produk dari luar dibandingkan produk dalam negeri 
menjadi permasalahan yang harus diselesaikan. 
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Terkait upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah 
daerah telah melakukan lebih dari 20 kali diklat UMKM kota. Diklat tidak 
hanya berupa teori-teori, akan tetapi sudah mengarah pada aplikasi. 
Sebagai contoh peningkatan terhadap produk-produk lokal seperti sarung 
samarinda. Mulai dari kualitas sampai kuantitas terus ditingkatkan agar 
siap bersaing. Sosialisasi pun terus dilakukan mulai dari mahasiswa 
sampai kalangan pengusaha.71 
Dari pihak himpunan pengusaha akan mulai mencoba melakukan 
inovasi-inovasi terhadap produk-produk yang dapat dikembangkan. 
Contohnya, buah naga yang kini banyak dijumpai di sepanjang jalan poros 
Samarinda-Balikpapan. Para pengusaha diharapkan agar dapat 
mengembangkan nilai tambah dari buah yang sebagian besar masih 
berwujud perkebunan rakyat tersebut. Selama ini buah naga hanya dijual 
mentah, bahkan tak jarang hanya tersimpan hingga busuk karena tak 
diolah.72 
Di samping upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, 
pihak pemerintah mengakui masih banyak kekurangan dari sisi 
pemerintah sendiri. Terlambatnya melakukan pembinaan terhadap 
pengusaha kerajinan lokal, dalam hal penyediaan produk dan kemampuan 
dalam meningkatkan produk dalam jumlah besar salah satu alasannya. 
Banyaknya permintaan dari negara-negara tetangga mulai dari lampit 
rotan sampai kerajinan tangan tidak mampu dipenuhi. 
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Pemerintah Pusat pun mulai gencar dalam hal pengaturan 
terhadap barang-barang impor makanan dan minuman. Pemerintah 
tengah menyiapkan lima Standar Nasional Indonesia (SNI) yang akan 
diberlakukan secara wajib untuk enam jenis makanan dan minuman. 
Enam produk makanan dan minuman yang dimaksud adalah susu bubuk, 
susu kental manis, air minum embun, mie instan, biskuit dan minyak 
goreng sawit. SNI sangat dibutuhkan oleh industri domestik yang 
memproduksi produk makanan dan minuman tersebut.73 
Selama ini usul untuk SNI datang dari berbagai asosiasi usaha dan 
pengusaha selalu diminta oleh pemerintah untuk memberikan saran 
mengenai sektor strategis yang dapat diproteksi sesuai standar. Hal ini 
dilakukan agar pemerintah dapat mengejar ketertinggalan sebelum 
Komunitas Ekonomi ASEAN berlaku pada 2015. Pemberlakuan dari 
Komunitas Ekonomi ASEAN membuat produk-produk dari luar negeri 
bebas masuk ke Indonesia, sebab sudah tidak ada lagi hambatan tarif 
(bea masuk). Untuk itu, perlu instrumen yang bisa dipakai tentu saja 
berupa kebijakan seperti penerapan SNI. Sehingga produk lokal dapat 
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Berdasarkan uraian pada hasil penelitian, maka penulis 
menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut yaitu : 
1. Aturan hukum perdagangan impor di Kota Samarinda dilakukan oleh 
Badan Usaha yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), 
Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan memiliki Angka Pengenal Impor 
(API). Untuk perdagangan impor produk tertentu dalam hal ini produk 
makanan dan minuman, mengacu pada Permendag 36/M-
DAG/PER/7/2014. Kurang bermanfaatnya Permendag terhadap 
pedagang-pedagang kecil dalam hal mengimpor produk makanan, 
mengakibatkan pedagang-pedagang ini mencari jalan lain agar 
memudahkan mereka mendapatkan produk-produk dari Malaysia, 
salah satunya memanfaatkan fasilitas Border Trade Agreement (BTA) 
bahkan masih menggunakan konsep perdagangan lintas batas 
tradisional. Upaya pemerintah Kota Samarinda dalam melakukan 
pengawasan adalah dengan membentuk tim pengawas yang terdiri 
dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Samarinda, Balai 
Pengawasan Obat Makanan (BPOM) dan lembaga perlindungan 
konsumen. Pengawasan yang dilakukan adalah mengawasi langsung 
di lapangan yang dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sekali. 
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2. Faktor pendukung banyaknya produk makanan Malaysia di Kota 
Samarinda didukung oleh beberapa hal diantaranya letak geografis 
yang berbatasan langsung, adanya hubungan kekerabatan serta 
budaya serumpun. Pemerintah Kalimantan Timur memfasilitasi dalam 
hal ini dibentuknya Forum Kerjasama Sosek Malindo Kaltim-Sabah 
untuk meningkatkan interaksi antar kedua bangsa tersebut. 
Pembangunan Pos Lintas Batas Laut (PLBL) dan Pos Lintas Batas 
Darat (PLBD) dilakukan untuk menunjang perdagangan arus barang 
dari kedua wilayah tersebut, termasuk mencegah terjadinya berbagai 
penyelundupan. faktanya, masih banyak barang-barang yang melalui 
sungai-sungai kecil sehingga tidak dapat dipantau oleh pemerintah 
daerah setempat. Menjelang Komunitas Ekonomi ASEAN 2015, 
apabila tidak ada keseriusan dari pemerintah daerah dan kesadaran 
masyarakat dalam hal peningkatan kualitas SDM yang bergerak di 
sektor perdagangan dan Peningkatan mutu barang produksi dalam 
negeri, tentu hal ini akan membuat usaha-usaha kecil dan industri 
lokal semakin terpuruk. 
 
B. Saran 
Adapun saran yang penulis tawarkan dalam skripsi ini berdasarkan hasil 
analisis dari penelitian ini adalah: 
1. Pemerintah daerah Kota Samarinda segera mengajukan usul 
kepada Pemerintah Pusat, terkait Permendag 36/M-
DAG/PER/7/2014 yang faktanya dilapangan belum memberi 
manfaat secara signifikan terhadap pedagang-pedagang kecil 
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dalam hal mengimpor produk makanan dan minuman. Pemerintah 
daerah juga harus membuat aturan yang jelas berupa peraturan 
daerah yang khusus mengatur  pengawasan dan pemberian sanksi 
terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan produk makanan 
Malaysia yang tidak sah menurut hukum yang berlaku/ 
2. Memperketat pengawasan perdagangan di daerah perbatasan 
dengan menempatkan petugas yang kompeten agar barang-barang 
produk Malaysia tidak keluar dari daerah perbatasan. Disamping 
itu, masyarakat diberikan pemahaman terkait Komunitas Ekonomi 
ASEAN 2015 yang akan dihadapi. Sehingga pola konsumsi 
terhadap produk-produk luar negeri harus dikurangi agar tidak 
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